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RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Tahunan Safeguard Tahun 2025 Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan
Tengah menggambarkan kemajuan implementasi perlindungan lingkungan, sosial, dan gender sesuai
komitmen Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (ESMS) BPDLH. Sepanjang periode Oktober 2024 —
Desember 2025, pelaksanaan program difokuskan pada penguatan arsitektur REDD+, persiapan kegiatan
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), penguatan kelembagaan, serta peningkatan kapasitas para pihak
dengan tetap memastikan kepatuhan terhadap seluruh prinsip ISP BPDLH.

Implementasi safeguard pada penguatan kepatuhan hukum (ISP 1), Pelaksana telah menerbitkan beberapa
dokumen persyaratan ataupun legalitas yang harus dipenuhi, misalnya berbagai SK kelembagaan, legalitas
kelompok dan lokasi, pelaksanaan PADIATAPA/FPIC untuk kegiatan RHL, penyusunan 20 dokumen
Rancangan Teknis RHL (500 ha lahan mineral dan 500 ha lahan gambut), serta penyusunan proposal RHL
oleh kelompok dampingan. Program juga memastikan tata kelola ketenagakerjaan dan K3 (ISP 2) melalui
penerapan SOP patroli, penggunaan APD, serta komitmen non-diskriminasi dalam rekrutmen dan
pengadaan. Tidak ditemukan laporan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak pada periode
pelaporan.

Pada aspek lingkungan (ISP 3 dan ISP 6), program telah menerapkan manajemen limbah kegiatan,
menyusun 11 Profil Keanekaragaman Hayati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi, memfasilitasi
penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (sebagian masih dalam proses), serta
memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan untuk mencegah perburuan, penebangan, dan kebakaran
hutan. Inventarisasi kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah serta penyusunan RPPEG menjadi
dasar pengelolaan berbasis konservasi dan mitigasi risiko ekologis.

Tidak ditemukan kecelakaan kerja maupun pelibatan pekerja anak selama periode pelaporan. Mekanisme
penanganan pengaduan telah disosialisasikan secara aktif melalui pemaparan langsung dan pemasangan
banner kanal pengaduan pada setiap kegiatan. Selama periode 2025 tidak terdapat pengaduan resmi yang
masuk terkait pelaksanaan program. Mekanisme tetap tersedia dan dapat diakses oleh masyarakat maupun
pihak terkait sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.

Keterlibatan gender tercatat sebanyak 722 perempuan dari total 3.142 peserta (29,8%). Meskipun partisipasi
masih didominasi laki-laki karena sifat teknis kegiatan, program telah memastikan akses informasi,
kesempatan setara, dan keterlibatan perempuan dalam FGD, Bimtek, penyusunan dokumen teknis, serta
kegiatan ProKlim. Prinsip GEDSI dan nondiskriminasi ditegaskan dalam seluruh ToR rekrutmen dan
pengadaan. Keterlibatan pemangku kepentingan dilakukan melalui koordinasi lintas OPD, konsultasi publik,
FGD, pelibatan kelompok perhutanan sosial, pemerintah desa, akademisi, dan mitra pembangunan sejak
tahap perencanaan hingga validasi dokumen teknis. Proses ini memastikan transparansi, partisipasi
bermakna, serta efektivitas pelaksanaan program di tingkat tapak.

Secara umum, implementasi safeguard tahun 2025 menunjukkan kepatuhan yang baik terhadap komitmen
BPDLH, dengan beberapa catatan perbaikan pada penguatan dokumentasi limbah, penyelesaian dokumen
kehati yang masih berproses, serta peningkatan partisipasi perempuan pada kegiatan teknis tahun 2026.



PENDAHULUAN

Pelaksanaan safeguard lingkungan dan sosial pada Program RBP REDD+ GCF Output 2 merupakan bagian
dari komitmen Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) dalam memastikan bahwa seluruh
kegiatan yang didukung pendanaannya menerapkan prinsip perlindungan lingkungan dan sosial secara
konsisten. BPDLH sebagai Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan bertugas menghimpun,
mengelola, dan menyalurkan pendanaan lingkungan hidup, termasuk pembiayaan berbasis kinerja (Result-
Based Payment/RBP) REDD+. Untuk menjamin bahwa implementasi kegiatan REDD+ menghasilkan
manfaat iklim sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan ketahanan sosial masyarakat, BPDLH
mengembangkan dan menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial (Environmental and Social
Management System/ESMS) sebagai instrumen utama perlindungan.

ESMS menjadi standar wajib bagi seluruh program dan mitra pelaksana yang menerima dukungan
pendanaan BPDLH, termasuk pelaksana Program REDD+ GCF di tingkat provinsi. Pedoman ESMS disusun
dengan merujuk pada peraturan perundangan nasional, kebijakan internal BPDLH, serta standar safeguard
mitra pembangunan internasional seperti GCF, yang kesemuanya telah diselaraskan dengan kebijakan
nasional melalui Pedoman Sistem Manajemen Lingkungan dan Sosial Badan Pengelola Dana Lingkungan
BPDLH.

Output 2 Program RBP REDD+ GCF memastikan bahwa seluruh kegiatan di Kalimantan Tengah
dilaksanakan sesuai prinsip perlindungan BPDLH mulai dari kepatuhan hukum, pelibatan pemangku
kepentingan, pengelolaan risiko lingkungan dan sosial, perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender,
hingga berfungsinya mekanisme keluhan sehingga implementasi REDD+ berjalan akuntabel, transparan,
inklusif, dan mendukung pemulihan ekosistem hutan.

Penabulu Foundation sebagai lembaga perantara bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah
memastikan seluruh tahapan kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan, mematuhi
standar ISP BPDLH. Pemprov Kalteng memperkuat komitmen ini penyediaan data, koordinasi lintas
lembaga, serta pengawasan risiko sosial lingkungan, dengan menekankan keterbukaan informasi,
partisipasi masyarakat, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak masyarakat adat. Sinergi
BPDLH, Penabulu, dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah membentuk kerangka pelaksanaan
safeguard yang kuat, sehingga Program REDD+ tidak hanya menghasilkan penurunan emisi, tetapi juga
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat kelembagaan lokal, dan menjaga kelestarian hutan
Kalimantan Tengah.

DASAR IMPLEMENTASI SAFEGUARD BPDLH

1. Peraturan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup No. 03 /BPDLHI2022 Tata Cara
Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial (Safeguards) pada Badan Pengelola
Dana Lingkungan Hidup

2. Surat komitmen penabulu terhadap kepatuhan perlindungan lingkungan dan sosial BPDLH

TUJUAN

Tujuan pelaksanaan safeguard pada Program RBP REDD+ GCF adalah memastikan seluruh potensi risiko
lingkungan dan sosial selama implementasi kegiatan dapat diidentifikasi, diminimalkan, dan dikelola secara
efektif. Melalui penerapan ESMS BPDLH, program diarahkan untuk mencegah dampak negatif, melindungi
masyarakat termasuk kelompok rentan dan masyarakat adat serta menjamin bahwa seluruh proses berjalan
aman, akuntabel, dan berkelanjutan sehingga manfaat REDD+ dapat diterima secara adil oleh pemerintah
daerah dan masyarakat di Kalimantan Tengah.



KEPATUHAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAN LINGKUNGAN BPDLH

Berikut disajikan tabel yang merinci komitmen perlindungan lingkungan dan sosial dari BPDLH, yang secara
spesifik diimplementasikan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah:

ISP Deskripsi Kepatuhan

Implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Provinsi Kalimantan Tengah
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip Kepatuhan terhadap Peraturan
Perundang-undangan dan Akuntabilitas (ISP 1) sebagaimana diatur dalam ESMS
BPDLH. Seluruh tahapan program mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga
pelaporan mengikuti ketentuan hukum nasional serta pedoman resmi yang
diterbitkan oleh LH/K dan BPDLH, Berikut adalah dasar kepatuhan terhadap
Hukum dan Akuntabilitas yang mendasari Program RBP REDD+ Kalteng:

ISP 1.

Kepatuhan
Terhadap Hukum
dan Akuntabilitas

1. SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang Alokasi Pemanfaatan Dana
Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period 2014 — 2016
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan Il “Result
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada
tanggal 23 Desember 2023

-4-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA NOMOR
TENTANG
ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS
BASED PAYMENT (RBF) REDUCING EMISSIONS
FROM  DEFORESTATION AND  FOREST
DEGRADATION  (REDD+) FOR  RESULTS
PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND
OUTPUT 2 UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR SK.1398/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2023
TENTANG

ALOKASI PEMANFAATAN DANA RESULTS BASED PAYMENT (RBP) REDUCING
[EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+) FOR
RESULTS PERIOD 2014-2016 GREEN CLIMATE FUND OUTPUT 2
UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II
“RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION"

“RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED
EMISSION REDUCTION*

ALOKASI PEMANFAATAN DANA
UNTUK KATEGORI PEMANFAATAN II
“RESULT BASED PAYMENT FOR VERIFIED EMISSION REDUCTION*
*Estimasi Alokasi

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, No Provinsi Dari Total RBP
Menimbang  : a. bahwa Indonesia telah memperoleh Results Based i | Papuw USh s34 (dm"‘;f 3[)7’ 200
Payment (RBF) Reducing Emissions from Deforestation and = - =
Forest Degradation (REDD*) for Results Period 2014-2016 i ﬁf::::::::: If,:'f‘ih b ;:333
yang berasal dari Green Climate Fund (GCF) sebesar USD T B e Bt T o
103,8 Juta, yang terbagi menjadi 3 (tga) Output; . & | Kol Sy
hwa pelaksanaan kegiatan Results Based Payment (RBP) -6 Sulawesi Tengah 2.808.258
Reducing Emissions from Deforestation and Forest 7 | Papua Barat 2.663.149
Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 Green 8  Kalimantan Utara 2.660.468
Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan II 9  Kalimantan Barat 2.506.965
“Result Based Payment for Verified Emission Reduction” 10 Jambi 2.287.204
perlu disusun alokasi proporsional per Provinsi; 11 Riau 2.065.102
c. bahwa berdasarkan  pertimbangan scbagaimana 12 Sumatera Utara 1.750.752
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 13 Aceh 1.750.396
Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 14  Sulawesi Tenggara 1.544.414
tentang Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based 15 Maluku 1.173.431
Payment (RBP) Reducing Emissions from Deforestation and 16  Maluku Utara i 1.131.119
Forest Degradation (REDD+) for Results Period 2014-2016 17 | Sulawesi Selatan 945.884
Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori 16 | Sulawes! Barat [ 812.166
Pemanfaatan 1l “Result Based Payment for Verified 19 | Bengkulu 757.258
Bmission Reduction”; 20 Sumatera Sclatan 692.253
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang ii JGZ(‘,‘:;::]:”’ :‘:: gii
Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah 297 IS p
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ulageaiilame 402499
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 23 . NusaTenggara Timur Sorse
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 25 | Nusa Tenggara Barat 284.482
Kerja menjadi Undang-Undang; 26  Bangka Belitung 227.493
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang 27 : Lampung 205.488
P dan Ekosistem Gambut 28 Jawa Tengah 205.488
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 29  Kepulauan Riau 205.488
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 30  Jawa Barat 205.488
31 | Bali f 205.488

Sebagai landasan utama, pelaksanaan kegiatan REDD+ GCF Output 2 Provinsi
Kalimantan Tengah mengacu pada SK.1398/Menlhk/Setjen/KUM.1/2023 tentang
Alokasi Pemanfaatan Dana Results Based Payment (RBP) REDD+ for result period
2014 — 2016 Green Climate Fund Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan Il “Result
based payment for verified emission reduction” yang dikeluarkan pada tanggal 23
Desember 2023, yang mengatur secara rinci mekanisme penyaluran dana, ruang
lingkup pemanfaatan, kewajiban administrasi, persyaratan pendukung, serta tata
cara pelaporan pertanggungjawaban kepada BPDLH. Seluruh entitas pelaksana
diwajibkan mengikuti ketentuan, termasuk penyusunan dokumen kerja, verifikasi
kegiatan, validasi capaian, penggunaan anggaran, mekanisme pencairan, dan
ketentuan audit.

2. SK Gubernur Kalteng Nomor: 660/945/BLH/IV/2011 tentang
Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan Emisi dari Kegiatan
Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+) Provinsi Kalimantan
Tengah dan Permen LHK 70/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan




Deskripsi Kepatuhan

REDD+, Role of Conservation, Sustainable of Forest and Enhancement
of Forest Carbon Stock

A @
(V-9
\Wj GUBERNUR KALTMANTAN TENGAH

"6’.‘ v KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NOMOR : &b0/9%5/BLH/1v/20U -
REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI DAERAH
PENGURANGAN EMISI DARI KEGIATAN DEFORESTASI DAN DEGRADASI
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN HUTAN PLUS (REDD+) PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

TENTANG Menimbang: o, bahwa dalun rangka peloksanaan koordinasi, komunikasi, harmonisasi
don fasilitasi implementasi kegiatan Pengurangan Emisi dori kegiatan

TATA CARA PEL REDUCING FROM TION Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (Reducing Emissions from
AND FOREST ROLE OR O N e Deforestration and Forest Degradation Plus) di Provinsi Kalimantan

Tengah perlo dibentuk Komisi Dacrah;
batwa  Kepurusan  Gubemur  Kalimantan  Tengsh  Nomor
138.44/152/2010, tanggal 11 April 2010 tentang Pembentukan Komisi
Dacrah Provinsi Kalimantan Tengah Pengurangan Emisi dari Kegiaan
Deforestasi dan Degarasi Hutan (REDD) seria Lahan Ganbur, Provinsi
Kalimaotan Tengah, diperiukan adanya perubshan uniok penyesuaian
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dengm peeambangen sokt

bahwa berdasarkan pertimbangan sebogaimana dimaksod dalam horuf
(3) dan (b) perlu menetapkan Pembentukan Komisi Daceah Pengurangan
Emisi Dari Kegiatan Deforestasi DanDegradasi Hutan Plus (REDD+)
Provinsi Kalimantan Tengah

MANAGEMENT OF FOREST AND ENHANCEMENT OF FOREST CARBON STOCKS

L4

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

o

Menimbang  : a. bahwa target penurunan emisi gas rumah kaca
nasional sebesar 29% (dua puluh sembilan persen) Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penctapan Undang
N o Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Doerah
it 41 luh 8 e
(unconditional) sampai dengan 41% (empat puluh satu Swatantara Tingkat | Kalimanton Tengah dan Pervbahan Undang-
persen) (conditional) dibandingkan dengan Bussines as Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentwkan Dacrah-Dacrah
Usual - BAU pada Tahun 2030 dilaksanakan melalui Swatantara Tingkat | Kalimanan Barat, Kalimantan Selian dan

Kalimantan Timor Sebagai Undang-Undang;
kegiatan mitigasi diantaranya bidang Penggunaan

-

Undang-Undang Nomor § Tahun 1990 tentang Konscrvasi Sumberdaya
Lahan, Lahan dan Alam Hayati dan Ekosistemnya;

(Land Use, Land Use Change and Forestry); € Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
b. bahwa dalam  penyclenggaraan  pengendalian . Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Doerah;
. ian Linek, Hidup dan ¢ Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 entang Pcoataan Ruang;
bertugas f. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup:

dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian Peratursn Pemeriniah Nomor 6 Tabun 2007 lentang Tata Hutan dan

n

perubahan iklim; Rencana Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
c. bahwa aksi mitigasi di sektor kehutanan melalui h. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Dewao Nasional
Perubahan Ik
pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi - KipkEaa Petien 25 Tahan 2011 Teotang Soan Togss
hutan, konservasi stok karbon hutan, pengelolaan Persiapan Kelembagaan Reducing Emissions from Deforestration and
Forest Degradation (REDD#),

j. Perturan Menteri Kehutanan Nomor 68 Tahun 2008 Tentang
Penyelenggaraan kegiatan Demonstration Activitics Pengurangan Emisi
Karbon dari Deforestasi dan Degradasi Hutan;

Dasar pelaksanaan program merujuk pada SK Gubernur Kalimantan Tengah
Nomor 660/945/BLH/IV/2011 tentang Pembentukan Komisi Daerah Pengurangan
Emisi dari Kegiatan REDD+ yang mengatur koordinasi, kelembagaan, serta
mekanisme pelaksanaan REDD+ di tingkat provinsi.

Selain itu, implementasi program juga mengikuti Peraturan Menteri LHK
P.70/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan REDD+,
yang menetapkan kerangka nasional untuk perencanaan, pelaksanaan, pelaporan,
dan verifikasi kegiatan penurunan emisi di sektor kehutanan.

3. Pedoman Operasional Program Results-Based Payment (RBP) REDD+
Green Climate Fund (GCF) Output 2 — Lemtara dan Pedoman ESMS
Yayasan Penabulu 2021

C R0 I ¢

Pedoman Operasional Program
RBP REDD+ GCF Output 2

DISUSUN OLEH YAYASAN PENABULU PENABULU ESMS

N
e ’ ENVIRONMENTAL AND
2 SOCIAL MANAGEMENT
S SYSTEM

| 2021

@, PENABULY




ISP Deskripsi Kepatuhan

Lembaga Perantara (Lemtara)
menyusun Standar Operasional
Prosedur (SOP) sebagai pedoman
teknis pelaksanaan Program RBP
REDD+ GCF Output 2. SOP ini
disepakati bersama Pemerintah
Provinsi Kalimantan Tengah untuk
memastikan  keselarasan tata
kelola, kejelasan alur kerja, dan
kepastian prosedur pada seluruh

— W e tahapan implementasi, serta
Lm]ehxuul NGANDAN‘"WSO' SIAL disusun dengan mengacu pada
BADAN PENGELOLA DANA LINGKUNGAN Peraturan Menteri Keuangan No.
HIDUP (BPDLH) 124/PMK.05/2020 tentang Tata
g Cara Pengelolaan Dana

Lingkungan Hidup.

SOP menjadi acuan bagi Lemtara
dan Penerima Manfaat dalam
mengelola dan
mengadministrasikan dana proyek
secara tertib, transparan, dan
akuntabel. SOP dan POP mengatur
tata kelola proyek, mekanisme
penyaluran dana, pengelolaan
kegiatan, koordinasi, serta
persyaratan administratif yang

wajib dipenuhi dalam pelaksanaan program.

Selain itu, penerapan sistem manajemen lingkungan dan sosial mengacu pada
Pedoman BPDLH sesuai Peraturan Direktur Utama BPDLH No. 03/BPDLH/2022
tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerangka Pengaman Lingkungan dan Sosial
(Safeguards).

4. Dokumen Persyaratan/Kebijakan dalam Arsitektur REDD+ Provinsi
Kalimantan Tengah

Desember
2025

. RENCANA AKSI
'REDD+

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Kelompok Kerja REDD+ Provinsi Kalimantan Tengah

Badan Perencanaan Pembangunandan Inovasi Daerah
Provinsi Kalimantan Tengah




ISP

Deskripsi Kepatuhan

5. Dokumen ToR, Surat Tugas dan/atau Undangan (Bagian dari bentuk
dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari penerima

manfaat)

KERANGKA ACUAN KERJA
Pelaksanaan Sosialisasi Program Kampung Iklim di kabupaten Kotawaringin Barat

A. Latar Belakang

Komitmen Pemerintah indonesia diatur melalui Peraturan Presiden Nomor
98 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Nitai Exonomi Karbon (NEK) untuk
Pencapalan Target Kontribusi yang ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian
Emisi Gas Rumah Kaea (GRK) dalam Pembangunan Nasional. Lingkup
pengaturan dari Perpres No. 98 Tahun 2021 adalah mitigasi, adaptasi
inventarisasi GRK. monitoring, Reporting and Verifikasi (MRV), Sistem Registri
Nasional (SRN) serta ndai Ekonomi Karbon (NEK). Untuk mendukung pencapaian
target NOC, KLHK tolah menerbitkan Permen Nomor 21 Tahun 2022 Tahun 2022
yang mengatur tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Exonomi Karbon (NEK)

Peratran tersebut juga mengamanatkan pemerintah daerah untuk
borporan dalam pencapaian target NOC melalui penyelenggaraan adaptasi dan
mitigasi porubahan ikiim antara lain dengan menetapkan baseline, menetapkan
target, menetapkan rencana aksi, dan melaksanakan aksi di daerah sera
meiakukan pemantauan dan evaluasi

Perubahan Ikim akan menjadi pemicu krisis sosial ekonomi yang luas dan
intens. iklim  dapat punah atau

keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Maka dipandang peru untuk
meningkatkan kapasitas masyarakat desa dalam mengelola lingkungan.
Ketahanan ikfm bisa dimulai dari tingkat tapak seperti meningkatkan kapasitas
dalam ilim dan

mitigasi perubahan iklim, didukung dengan kebijakan dari pemerintah
Program Kampung im merupakan program berfingkup nasional yang

aksi adaptasi dan

dalam pada perubahan kim dan penurunan

emisi GRK serta memberikan pengakuan terhadap upaya adaptasi dan miligasi

perubahan ikiim yang telah dilakukan yang dapat meningkatkan kesejaheraan &

tingkat lokal. Masyarakat harus melakukan upaya-upaya atau kegiatan yang
positif bagi ¢i wilayah ) 9, seperti

sampah, X sumber mata air, irigasi dan

drainase, pengembangan energi terbarukan dan tidak membuka lahan dengan
cara dibakar, dan sebagainya

PEMERINTAH PROVINS| KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
s Kasmartan Targan 73111
el Tetopon 1Farsmie e g0 Powel Gt

SURAT PERINTAN TUOAS
Nomos 004/ 116 F SDUN

Ossar 1 Poatoran Merter Keuangen I Nomor 77 Tahun 2020 tentang Podoman Teina Porgeisiaan
Keuangan Dacran
2 Povauran oo Katmartan Tersgsh Neemes § Tahun 2023 lertang Pelsksonaon Poratsnan s
Daiam Nogon
3 Dotumen iaksanaan Anggaran Satsan Kers Porangkat Dosrah (DPA.SKPD) Dinas Linghungan
i DL Provis Katemastan Towgai T A 7025 No_ DA 12 110.00.0 00 01 00B00012025.

MEMERINTAHKAN :
Kepada N 1 GEDE DATA WIDIVATMIKA, SST., MP
P 107702141990031001
P Tghat 1 (V)
Kepala Oxang Tota Linghungan
Nensy, .51
wiP 196203282010012005
P Ponata (i)
13+ Dampa Linghungan A% Mud
Nama VALINT FATONI AL LUKMAN, S.KM
e 108502142014021001
PanghatGot ‘Ponata Muda Tingkat | (I10)
Jabatan Pangondai Dampa Linghungan AN Muda
4 Nama HENNY KUSUMANINGSIN
NiP -
PanghatGol .
Jabatan Finance Yayasan Penatols
5 Nama KRISNO, A4
N *
PonghattGol
Jaatan Pongadminatras Umum
6 Nama ARDIANSYAW, 8.Hut
i h
PanghatGol :
Jabstan Pongagminatrasi Umum
etk Datam Rangka Melakukan Sosiaisasl Program Kampusg Mim Keglatan Koordinasi, Siskronisast dan
et
Bun.

1. Lama ponugasan 4 (empat) had dar tanggal 6 a1d § Ml 2025

z ana
Meloporkan sacora. lofiks hepada Kepaia Dnas Unghungan Hidup Provinsi Kakmantan Tengah
ran.

3
vy
4. B Gabarban pada OPA SKPD Dines Uinghungan ek Provinsl Kaimantan Tengah Tohun
Angoaran2025.
5. Periian n dlaksanskan dengan penuh anggung s
5 Roabia tovdapet okelruan daiam Surst Permian Tugas in akan diadakan perbakan sebagamana
Otetaghan df Poangka Roya
pada angoal 2\ Aped 2023
KEPALA DINAS,

JONIHARTA, .., 5 Hut, MM.
Vo
NP 167606022000011010
e
Hcieare

Dokumen tersebut juga berfungsi

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Wiliem A S No. 08, Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
Telepon / Faksimile (0536) 3223756, Laman Pos.ol

Palangka Raya, i April 2025

Nomor 660/ 666 /1.3/DLH

sifat Biasa

Lampiran 1 (Satu) Berkas

Hal Undangan Sosialisasi Program Kampung Iklim

Yth. Daftar Terlampir

Di-
Tempat
Dalam rangka dan partisipasi
masyarakat di tingkat tapak dalam mengatasi perubahan iklim yaitu melalui program Kampung
Ilim, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Tengah akan

kegiatan Sosialisas/ Program Kampung Iklim di Kabupaten Kotawaringin Barat, yang
akan dilaksanakan pada:

Hari / tanggal Rabu, 07 Mei 2025
Waktu 08.00 s/d selesai (Jadwall agenda terlampir)
Tempat Hotel Brits Hotel Pangkalanbun J1. A. Yani Km.2 Pangkalanbun

Sehubungan dengan hal tersebut dan dalam rangka tertib administrasi, kami mohon
kehadiran dan partisipasi Bapak/lbw/Saudarali dengan membawa Surat Perintah Tugas dari
instansi asal sebanyak 1 (satu) orang perwakilan pada kegiatan sosialisasi dimaksud. Guna
konfirmasi kehadiran dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi narahubung Sdra. Krisno
(0812 5792 9664).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih

/. 4\

(( ‘!‘» e

(*lg, \8P )

\ HART, /S Hut., MM.
uda

NIl 00501 1 010

ToR, Surat Tugas, dan/atau Undangan
yang disusun sebelum pelaksanaan
kegiatan merupakan bagian dari dokumen
perizinan atau persetujuan resmi dari
instansi yang berwenang.

Ketiga dokumen tersebut menjadi dasar
legal pelaksanaan kegiatan di lapangan
karena memuat mandat, ruang lingkup
tugas, lokasi, serta pihak yang berwenang
melaksanakan kegiatan. Melalui penerbitan
dokumen-dokumen ini, setiap aktivitas
Program RBP REDD+ GCF Output 2
dipastikan telah memperoleh persetujuan
administratif, ~berada dalam  koridor
kewenangan pemerintah daerah maupun
lembaga terkait, serta memenuhi prinsip
akuntabilitas dan kepatuhan hukum sesuai
standar ISP 1.

sebagai bukti kepatuhan terhadap prosedur

internal lembaga, sekaligus memastikan bahwa koordinasi, pelibatan pemangku
kepentingan, dan pelaksanaan kegiatan dilakukan berdasarkan mandat yang sah

6. Dokumen persutujuan dalam bentuk Surat Keputusan dari Pemprov
Kalimantan Tengah dalam mendukung Implementasi Program (Bagian
dari bentuk dokumen persetujuan/kesepakatan pelaksanaan kegiatan dari

penerima manfaat)

Sebagai bagian dari kepatuhan persetujuan pelaksanaan kegiatan dari penerima

manfaat, Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah telah menerbitkan

beberapa Surat Keputusan (SK)yang menjadi dasar legal, sekaligus bentuk
dukungan resmi terhadap implementasi Arsitektur REDD+ Sub National, melalui
dukungan Program RBP REDD+ GCF Output 2. Dokumen-dokumen ini berfungsi
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sebagai instrumen penetapan tim kerja, serta penetapan lokasi kegiatan di tingkat
tapak,sehingga menjamin bahwa seluruh aktivitas program berjalan dalam
kerangka mandat dan kewenangan pemerintah daerah. Dalam periode tahun 2025,
mecakup:

a) SK Pembentukan POKJA REDD+ Kalteng dan SK POKJA tentang

Sekretariat Kelompok Kerja REDD+

5

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/58/2025

TENTANG

LOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi  Undang-Undang mbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI

JI. Diponegoro Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Email : pokjareddplusskalteng@gmail.com

KEPUTUSAN KETUA HARIAN KELOMPOK KERJA PERNGURANGAN EMIS| DARI
DEFORESTASI DAN DEGRADAS! HUTAN PLUS (REDD+)
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 01/REDD+/KALTENG/IV/2025

TENTANG

SEKRETARIAT KELOMPOK KERJA PERNGURANGAN EMISI DARI DEFORESTASI DAN
DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)

KETUA HARIAN,

Menimbang a. bahwa dalam rangka Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Menimbang a. bahwa Gubomur Kalmantan Tongah telah menetapkan
Degradasi Hutan Plus (REDDY) pada Tahun 2023 melalui Kelompok Kera Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan
Keputusan Gubernur Nomor 188.44/617/2023 telah dibentuk Degradasi Hutan Plus (REDD) melalul Keputusan Guberur
Kelompok Kerja Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Nomor Nomor 025 tontang Kolompok Kerja
Degradasi Hutan Plus (REDD+), seiring dengan perkembangan Pongurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan
keadaan maka Keputusan Gubernur dimaksud perlu ditinjau Plus (REDD+)
kembatl b. bahwa dalam rangka melaksanskan Keputusan Gubemur

b. bahwa dengan perkembangan kebijakan dan peraturan serta tersabut, periu dibentuk Sekrotariat Kerja Pengurangan Emisi
dinamika pembangunan rendah emisi dan perubahan iklim dari Deforestasi dan Degradas! Hutan Plus (REDD*)
baik di tingat lokal, nasionaldan g‘::::.;:“'i(\i gg’"""““g perh . bahwa berdasarkan pertmbangan sebagaimana dimaksud
Bt dart oetoreatas: dan Degradasi Hutan Plus (REDD*); {ontang Sekreeac Kelompion Kodm Pengurangan Emiel an
c. bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki komitmen untuk Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus (REDD+);
mendukung pencapaian target Komitmen Kontribusi Nasional
{Enchanced Natonally Determined Coniriutiory  ND Mengingat 1. Undeng-Undang Nomor 8 Tahun 1960 tenkang Koneervasi
{Bnchu sl Sumber Daya Alam Mayati dan EKosistemnya (Lembaran
Y Negara Repubiik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
menurankan emisl sebesar 31,69% (tiga pulah saty koma Lo taren Hepars Ropubll Indoncata Nomor 34131
delapan puluh sembian perser) dengan upaya sendiri dan
33,20% (empat puluh tiga koma dua pulu persen) dengan 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
arabaan dukungan dari Lembaga Internasional lainnya (Lombaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 1999 Nomor
2030 melalui Pengurangan Emisi Dari Deforestasi dan 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
Degradasi Hutan Plus (REDD*): 3888) sebagaimana tolah boberapa kai diubah terakhir
4. bahwa dicakeud denganUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Fisnetpes Undung SrouioiNomos.2: T 2022 Senteng
Cipta Keda Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Keputusan Gubernur tentang Kelompok Kerja Pengurangan ;
Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan Plus; Flepubll ndoneeln Tehun 2023 Nomor 41, Tambshen
Lombaran Nogara Ropubik Indonesia Nomor 6856);
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2( or 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

b) SK Tim Inventarisasi IGRK Provinsi Kalimantan Tengah

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA. Mi

DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)

ono Nomor 1 Palangks Raye Kelimartan Tengah 73111

Lampiran Il
ToleponyF aksimile (0536) 3221716 laman www kalt § Pos-el sekda 9.4

: KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor 800/ 182 /1.3/DLH

Tanggal >4 Oktober 2024

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NOMOR 800/ ¢ /1.3/DLH SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA PELAPORAN

Menimbang

a

TENTANG

TIM PELAKSANA DAN SEKRETARIAT PELAPORAN INVENTARISASI

EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

bahwa peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer telah
mengakibatkan pemanasan global yang memicu perubahan  iklim
global yang dapat menurunkan kualitas lingkungan;

bahwa dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan
Bangsa - Bangsa mengenai Perubahan Iklim, Indonesia ikut aktif
bersama - sama dengan anggota masyarakat internasional lainnya
dalam upay ntrasi gas rumah kaca
di atmosfer;

kons

mencegah meningkatny

NDC
akukan

bahwa pelaksanaan W pencapaian target melalui
penyclenggaraan  Mitigasi Perubahan Iklim di dengan
perencanaan aksi Mitigasi Perubahan Iklim salah satunya melalui
Emisi GRK;

tahapan inventarisa:
bahwa Inventarisasi Emisi GRK adalah kegiatan untuk memperolch
data dan informasi mengenai tingkat, status, dan kecenderungan
perubahan emisi GRK secara berkala dari berbagai sumber emisi dan

penyerapnya;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (2) dan pasal
12 Peraturan Presiden Nomor 98 2021  tentang
Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target
Kontribusi yang ditctapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi
Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional bahwa Inventarisasi
Emisi GRK dilaksanakan olch Gubernur untuk Inventarisasi Emisi
GRK Provinsi dan menyampaikan laporan hasil Inventarisasi Emisi
GRK kepada Menteri melalui aplikasi berbasis web maka perlu
dibentuk Tim Pelaksana dan Sekretariat Pelaporan Inventarisasi
Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan ’Irng.lh Tahun 2024;

rahun

bahwa dimaksud pada
araf a, huruf b, huruf ¢, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan
Keputusan Sekretaris Da rah tentang Tim Pelaksana dan Sckretariat
Pelaporan Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2024;

1. |Evi

2. | wil

3. | Krisno, AMd

4. | Hendri Alfiancor Fadly,

INVENTARISASI EMISI GAS RUMAH KACA
PROVINSI KALIIAIITM TENGAH
AHUN 2024

NAMA / JABATAN POKOK INSTANSI SARATAN DALAN

Elfinda, S.Pt | Dinas Lingkunga
- Hidu

‘ Dinas Lingkungan

Ketua

liam Daniel, S.Tr.IP

Anggota

Anggota

| Dinas Lingkungan |
Hiduj

Kom

I Dinas Lingkungan P

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
\(,_\-—

MUHAMAD KATMA F. DIRUN
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c) SKTim Penyusun Peraturan Gubernur Tentang Penetapan Kelembagaan
dan Pengelolaan TAHURA Isen Mulang Sebangau Berkah

7 ™ PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

\ SEKRETARIAT DAERAH
" Jalan R.T.A Milono Nomor 1 Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111
kil 1.icl. Pos-el

Telepon / Faksimile (0536) 3221716. Laman : »

KEPUTUSAN SEKRETARIS QAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 522 /2/ //j.1/ DISt1

TENTANG

TIM PENYUSUN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
TENTANG KELEMBAGAAN DAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA
ISEN MULANG SEBANGAU BERKAH, DINAS KEHUTANAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut telah diterbitkannya Keputusan
Menteri  Lingkungan  Hidup dan  Kehutanan Nomor
SK.1179/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023 tentang

Penetapan Fungsi Dalam Fungsi Pokok Kawasan Suaka Alam
Sungai Sebangau Menjadi Taman Hutan Raya Isen Mulang
Sebangau Berkah di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota
Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah Seluas + 58.113 Ha
(Lima Puluh Delapan Ribu Seratus Tiga Belas Hektar), akan
dibentuk Kelemt dan P lol. Taman Hutan Raya,
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah dengan
Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah;

b. bahwa scbagai salah satu kelengkapan pengusulan produk
hukum daerah berupa Peraturan Gubernur wajib disampaikan
kelengkapan dokumen berupa draft Peraturan Gubernur dan
Naskah Akademik yang di 1 secara si is, terukur,
transparan, akuntabel dan partisipatif yang disusun oleh
sebuah Tim;

c. bahwa berdasarkan perti b
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tentang Tim
Penyusun Peraturan Gubernur Kali Tengah
K t dan P lol. Taman Hutan Raya Isen Mulang
Sebangau Berkah, Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 3888)
sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856); % 7ox N7

\

d) SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah tentang
penetapan Lokasi RHL (Mineral dan Gambut)

Lampican 1 Dinas Tengah Lampican 2. Tengah
Nomor  : 522/19 N/DISHUT Nomor  : 522/ N/DISHUT
Tanggal : 2A Januari 2025 Tanggal : aA Januari 2025
PELAKSANA DAN LOKAS! KEGIATAN LOKAS! DAN PELAKSANA KEGIATAN
DAN LARAN PADAL REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN PADA LAHAN MINERAL

AREAL PERSETUJUAN PENGEL( PERHUTANAN SOSIAL PERHUT/ SOSIAL
PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINS! KALIMANTAN TENGAH PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 PROVINS! KALIMANTAN TENGAH
Target KPHL | | Taraet
Luas (Ha) No. Nama Kelembagaan Desal Kelurahan | UPT m:- u_z )
25 Rantau Asem Katingan
25 ‘Mirah Kalanaman | Katingan Hilic
25 ‘Mirah Kalanaman | Katingan Hilir 25
25
25 ‘Mirah Kalanaman | Katingan Hilir 25
— % [ Hurung Bunut | Kahayan Hulu % |
|25 Teluk Nyatu Kahayan Hulu 2%
g 25
25 E)
25
25 g
25
25
25 %
2 2l %
25 13 25
z 14 25
15. 25
16. 2
17.| KT MITRA USAHA £
18. | KTH JIRAK SEPAKAT JAYA %
2 Utama
r 19. [ KTH 2
NIP. 197708171997031003 BARY
20. | KTH TANI MAJU 25
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e) SK Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang penetapan Lokasi Proklim

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Lampiran
DINAS LINGKUNGAN HIDUP Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Jalan Wilem AS No 8 Palangka Raya 73111 Nomor 800/ 335 /1 3DLH
Telp/Fax. (0536) 3223756 Website : hito //dih kaliena go i E-mail . Tanggal 16 Desember 2024

Tentang Penetapan Lokasi Sasaran Pembangunan Model Kampung Iklim dalam rangka
Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah
KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 800/ 325 N.3/DLH PENETAPAN LOKAS| SASARAN PEMBANGUNAN MODEL KAMPUNG IKLIM
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

TENTANG L PSR ——
NO. KELURAHAN/DESA KABUPATEN/KOTA
PENETAPAN LOKASI MODEL IKLIM 1. | Kelurahan Menteng (RW 13) Kota Palangka Raya
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 {
PROVINS| KALIMANTAN TENGAH 2. | Kelurahan Kereng Bangkirai
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 3, | Kelurshan Kelarpangan o .
4. | Desa Pararapak Kabupaten Barito Selatan 1
Menimbang a  Bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan masyarakat 5. | Desa Sanggu J
terhadap dampak iklim dan 6. | Desa Bagok Kabupaten Barito Timur |
iklim dan budaya
ramah perlu partisipasi 7. | Desa Trahean Kabupaten Barito Utara
dalam dan emisi gas s | Desa Bapeang Kabupaten Kotawaringin Timur
rumah kaca serta mendorong peningkatan kapasitas adaptasi dan
mitigasi perubahan iklim: 9 | Desa Pandu Sanjaya Kabupaten Kotawaringin Barat
b. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan [0, | Desa Gandang Barat | Kabupaten Pulang Pisau
Nomor SK.1 UM.1/2023 tentang {
Alokasi Pemanfaatan Dana Result Based Payment (RBP) 11. | Desa Hiyang Bana Kabupaten Katingan
Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation 12, | Desa Bukit Sungkai Kabupaten Sukamara
(REDD+) for Result period 2014-2016 Green Climate Fund (GCF) ! I s i |
Output 2 untuk Kategori Pemanfaatan I, Provinsi Kalimantan | 13. | Desa Bumi Agung bupaten Lamandau
Tengah menjadi salah satu Provinsi yang memperoleh alokasi "4 | DesaMuaraUntu Kabupaten Murung Raya
dana RBP REDD+ tersebut ! S A R
. Bahwa Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 15, | Dosa Tumbang Mangkutup | Kabupaten Kapuas

Kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang
Program Kampung Ikiim, periu ditindaklanjuti dalam bentuk wadah
fasilitasi program Kampung Iklim sebagai penguatan pelaksanaan
upaya adaptasi dan mitigasi;

d. Bahwa sesuai dengan proposal pendanaan (funding proposal)
yang telah disetujui oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup
Kementerian Keuangan Republik Indonesia, salah satu kegiatan
dalam program RBP REDD+ GCF Output 2 Provinsi Kalimantan
Tengah adalah dukungan pembangunan model kampung iklim;

e. Bahwa dimaksud huruf a Pei ma Muda
sampai dengan huruf d, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas NIP. 197606022005011010
Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengan tentang Penctapan
Lokasi Sasaran Pembangunan Model Kampung Ikiim Dalam
Rangka Pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2
Provinsi Kalimantan Tengah.

f) SKPOKJA REDD+ tentang Penunjukan Operator SIS REDD+ Provinsi
Kalteng

KELOMPOK KERJA PENGURANGAN EMISI
DARI DEFORESTASI DAN DEGRADASI HUTAN PLUS (REDD+)

JI. Diponegoro Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73112
Email : pokjareddplusskalteng@gmail.com

Lampiran | Surat Ketua Harian Pokja REDD+
Palangka Raya, 8 Oktober 2025 Nomor 3G /REDD+/KALTENG/X/2025
Perinal Penunjukan Operator SIS REDD+
Nomor 35 /REDD+/KALTENG/X/2025
Sifat Biasa NAMA OPERATOR SIS REDD+
Lampiran 3 (tiga) lembar Sebaien Uit
Hal Penunjukan Operator SIS REDD+ No. Nama NIP Kera
1 | Sudarminto, S.T 199612022025041001 | JFT Surveyor DLH
Pemetaan Ahli
Yth. Tertampir ey |
di- 2 | Yunitasri Annisa, SKM | 199406172025042006 | JFT Pedal Pertama DLH

Palangka Raya

Berkenaan dengan penyusunan Dokumen Kerangka Pengaman Sosial dan
Lingkungan (Safeguard RBP REDD+ GCF Provinsi Kalimantan Tengah) dan akan
dilaksanakan proses penginputan pada Aplikasi SIS REDD+, maka dengan ini kami
sampaikan nama dan uraian tugas Operator SIS REDD+ (Terlampir)

Demikian disampaikan, sebagai bahan pelaksanaan selanjutnya dan agar .0 KETUA HARIAN POKJA REDD*

dapat digunakan sebagaimana mestinya. KOORDBATOR KERANOKA

a.n. KETUA HARIAN POKJA REDD+ PENGAMAN SOSIAL DAN
LINGKUNGAN
KOORDINATOR KERANGKA
PENGAMAN SOSIAL DAN £ \
LINGKUNGAN ~

£
KRISTIANTO, Um MSi
p

KRISTIANTQ/$ Hut,, M.Si

7. Dokumen legalitas kelompok/lokasi target program (kelompok
masyarakat/lokasi target program merupakan kelompok legal)

Dokumen legalitas kelompok atau lokasi target program merupakan bukti bahwa
kelompok masyarakat yang terlibat dalam kegiatan berada dalam status
kelembagaan yang sah dan diakui secara hukum. Legalitas ini menjadi prasyarat
utama dalam pelaksanaan Program RBP REDD+ GCF Output 2 untuk memastikan
bahwa penerima manfaat, lokasi intervensi, serta struktur organisasi kelompok
memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
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Dengan legalitas yang lengkap, program dapat memastikan bahwa seluruh
intervensi dilakukan pada kelompok dan lokasi yang memenuhi syarat administratif,
meminimalkan potensi sengketa, serta mendukung akuntabilitas dan kepatuhan
terhadap ISP 1. Diperiode tahun 2025 ini mencakup:

a) SK Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah (Palangkaraya)

KELIMA : Memerintahkan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya

Alam dan Ekosistem untuk melakukan pembinaan

pengelolaan kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau Berkah
sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA KEENAM  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
NOMOR SK.1179/MENLHK/SETJEN/PLA.2/11/2023
Ditetapkan di Jakarta
TENTANG pada tanggal 6 November 2023
PENETAPAN FUNGSI DALAM FUNGSI POKOK KAWASAN SUAKA ALAM SUNGAI
SEBANGAU MENJADI TAMAN HUTAN RAYA ISEN MULANG SEBANGAU
BERKAH DI KABUPATEN PULANG PISAU DAN KOTA PALANGKA RAYA,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SELUAS £ 58.113 HA (LIMA PULUH DELAPAN
RIBU SERATUS TIGA BELAS HEKTARE)

Salinan sesuai dengan aslinya MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
- Biro Hukum, KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

ted.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SITI NURBAYA
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,
jdn Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

Menimbang : . bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
759/Kpts/Um/10/1982  sebagaimana telah  diubah
dengan  Keputusan  Menteri  Kehutanan — Nomor

SK.529/Menhut-11/2012, telah ditunjuk Areal Hutan di
Wilayah Provinsi Dacrah Tingkat 1 Kalimantan Tengah
seluas + 15.300.000 Ha (lima belas juta tiga ratus ribu

1. Menteri Koordinator Bidang Perckonomian;

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;

3. Menteri Dalam Negeri;

4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional;

o

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
hektare) sebagai Kawasan Hutan, diantaranya Kawasan

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
Hutan Konservasi (HK) Kawasan Suaka Alam Sungai

=

Kepala o si Nasional;
Sebangau di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangka Kopala Badan Riset dan Inovasi Naslond!

®

Sekretaris Jenderal Ki Lingkungan Hidup dan K

Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

b, bahwa Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Dircktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
Lingkungan dengan  surat Nomor S.1208/PKTL/

PPKH/PLA2/11/2023 tanggal 3 November 2023,

10. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

11. Direktur Jenderal Pengelolaan Dacrah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan;
menindaklanjuti usulan Penetapan Fungsi dalam Fungsi 12. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari;
Pokok Kawasan Suaka Alam Sungai Sebangau menjadi 13. Kepala Badan $

Instrumen Lingk Hidup dan
Taman Hutan Raya (Tahura) Isen Mulang Sebangau 14. Gubernur Kalimantan Tengah;

15. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah;

16. Walikota Palangka Raya;

b) Sertifikat Kelompok Proklim

Lokasi proklim sesuai surat SK ditetapkan sebanyak 15 lokasi proklim yang
menjadi lokasi intervensi program RBP GCF Output 2. Sebagai bentuk
persyaratan legalitas, di periode akhir tahun 2025 baru terkumpul 12
Sertifikat Proklim dan diperiode 2026 akan dilengkapi untuk 3 sertifikat
proklim sisanya.

Sertifikat

KEeELURAHAN KaLaMPANGAN, KoTA PALANGKARAYA,
Provinsi KaLIMANTAN TENGAH

SEBAGAI

KATEGORI PROGRAM KaMmpPuNnG IKLIM UTAaMA

YANG TELAH AKTIF MELAKUKAN AKSI ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM SECARA TERINTEGRASI
DAN MENDORONG REPLIKASI KEGIATAN PROKLIM KE LOKASI LAIN SEHINGGA DAPAT MEMBERIKAN KONTRIBUSI TERHADAP
UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN DALAM MENGHADAPI PERUBAHAN IKLIM

JAKARTA, 24 OKTOBER 2018
MENTERI LINGKUNGAN_BHDUP DAN KEHUTANAN,

Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.
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Sertifikat

Diberikan Kepada :

DESA PARARAPAK KECAMATAN DUSUN SELATAN
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Sebagai:
LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KATEGORI LESTARI

yang telah melaksanakan Program Kampung Iklim (ProKlim) secara berkelanjutan '
dan mereplikasi kegiatan Program Kampung Iklim (ProKlim) ke lokasi lain

Jakarta, 24 Oktober 2023
ingan-Hidup dan Kehutanan,

5.5

a) SK Menteri Pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial

(Lokasi RHL)

Berikut adalah contoh SK Perhutanan sosial yang menjadi lokasi intervensi
RHL dimana terdapat 20 Lokasi RHL di Lahan Mineral dan 20 Lokasi RHL
di Lahan Gambut.

i REPUBLIK INDONESIA
L= KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEPUTUSAN MENTERS LINGKUNGAN MIDUP DAY KENUTANAN
REPUBLIK INDONESIA
K 8402/ MENLHK-PSKL/ PKPS/ 3L 0/8/2023

.

TENTANG

PENGELOLAAN
KEPADA KELOMPOK TANI HARAPAN ABADI SELUAS 4 2.258 (DUA RIBU

PRODUKSI TETAP DI DESA PANTAI HARAPAN, PUNDU DAN HAMPALID
'KECAMATAN CEMPAGA HULU KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAWA ESA

INDONESIA,
Menimbang ¢ a. bahwa berdasarkan Surat Nomor: 001/KT-HA/VIII/2021
tanggal 11 Agustus 2021 dan Surat Somor 004/KT:

EN/VI/2021 wangaal 9 Agustus
Harspan Absdi mengajukan pes

sompok Tani

n Persetujuan
Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan sehias * 2.107 (dua
Hbu seratus (Wb} hekiare di Desa Pantai Harapan
Kecamatan Cempaga Hulu Kabupaten Kotawaringin Timur
Provinsi Kalimantan Tengah;

babws  berdasarkan  Derita  Acara  Nomor -
BA43/SATLAKWASDAL-UUCK/ POKIA.V/9/2022 tangasl
8 September 2022 tentang tindak lanjut_ penyelesaian

rbangun dalam Kawasan Hutan Produksi Tetap
ok Tani Warapan Abedi di Kabupat
Provinsl  Kallmantan  Tengah
merintah Nomor 24 Tahun 2021,

berdasarkan Perat

menyatakan ba g )

subjek hulcum Kelomspok Tani Harspan

Abads dapat ditindaklanjuti dengan penataan Kawasan o e — war

hutan.

REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

11018 TAHUN 2024

ek s an
oo

e cess
LPHO TAMPUNG PENYANG.
4k 1 e 4 i ECAMATAN
o s e S ANTAN

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENGELOLAN HUTAN DESA KEPADA
LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA TAMPUNG FENYANG SELUAS * 5.000
DAN RT 003 DE:

| KABUPATEN KAPUAS.
i

'DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI LINGKUNGA HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang.

it Kepus i i

£ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksusd

Jaruf a, burul b, hurut <, bl d, dan hurat . peria
diterbutkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan.
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Periode 2025, Program telah memfasilitasi pembentukan KMPA di 3 desa
yaitu Desa Mantangai Hulu, Tampelas dan Tumbang Runen.
BERITA ACARA PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
RN TANFERTAN KECAMATAN MANTANGAI
PEDULL DESA MANTANGAI HULU
I el Pl s
palibesl . KEPUTUSAN KEPALA DESA MANTANGAL HULU
& Desa u.....;. Hulu, Kecamatan wn-w Kabopaten Kapuas, telsh dilaksanakan NOMOR : 2.0/6<. /05. M43 HL Iix/2035
vyl et
TI:NTANO
-
Bl 'MBENTUKAN/PENU!
S AR P A FATAIT
Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutls), maka dibentukish kelompok Masyarakat Peduli Api DESA MANTANGAI HULU
v . b e i e S P e Gt
RN PENURLS MPA ATARG PATARU ESA MANTANGAIULY: e i e o, ot
KETUA : FIRMANSYAH -n-y-nn
: e s ik e i 1 et
SEKRETARIS : NASUN y sebagai .,.,. peogeadalian terjadinys bencans kabut ssap yasg.
SRt + ossiusong s et
pomssrag
—— — - -
e g
o
i
oo
9. SUPRIANTO S. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 scbagaimana telah diubah
1LNEON Fstasy
e i) ikt e 2 A4t g
1MUbA pengendatian Kebakaran Huta
b Nt lange oyt Kot
o
.
o
.
B it b i et pmpm it
v
/.
PEME IINTAN MBUFATEN KATINGAN
AMPELAS FENANGGUNG JAWAR I CAMAT KAMIPANG
xzcnuuu KAMIPANG ( L KEPALA
By VS LR KOMANDAN REGU | MULYADL
S PR
o o e
=
e ——
P e e e
€ Dibws et cbsemkan s shegsiones e () st dengm S Accore i
otk pmang g dangan boncans Lobahar s butan lahan maspe pebaragan & Des ANDI HIBAYAT
e S T
L T
s
£ 5 v 5 s i e e
A e o e i e S g I
I
S
B e e 2
B W e Y s i
e R LT
B e e e N
e e e e in'd
4. Unding-Undung Nomor 32 Tabhun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolasn ey
Hid, Nrﬁ»\rr\(l,\wuh
5 e o i
6 Undrg Ui Romer 2 T 2014 g Pemeiashmc l ’D.,J by I
T e e et
sbagaimans telah diubah demgan PP o0 iy A 9401
8. Porsturan Mewteri Dalam Negeri Nomor 1) Tabun 2006 wntangPodeman Sl
P
9. Porstursn Momeri Dulam Negeri Nomor 20 thun 2018 tentang Pengelolasn
e
STRUKTUR ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI API “DESA TUMBANG RUNEN *
ESA TUMBANG RUNEN KECAMATAN KAMIPANG
KECAMATAN KAMIPANG
i
PEMBENTUKAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULT APT (MPA) SOARA AVRIAT NOR'RIGO
MBANG RUNI
L
- b
B T
"“’“""’ - ANGGOTA 1. EBY MURDANI
Lt iy B 2 e 2 i
4. UndangUndang Nomor 32 Tohum 2009 tentang Perindungen s % Dewewn
e R
8. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pada Tanggal ;30 Swmm zczs
o
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8. PADIATAPA/FPIC dan Pengumpulan Data Awal Rehabilitasi Hutan dan

Lahan (Sebagai bentuk persetujuan kegiatan dari masyarakat/penerima
manfaat)

NS RUQ I V7

g 22 1050 3 T Aam e T

“RENYUSUNAN RENCANA TEKNIS REHABILITAS! LAHAN GAMBUT
g

PADIATAPA DAN PENGUMPULAN DATA AWAL PENYUSUNAN RANTEK
REMABILITASI LAHAN GAMBUT PADA LOKAS! PERHUTANAN SOSIAL
' DIWILAYAH KPH KAPUAS KAHAYAN a

-

= =

2025.03.19
50 05529668743

Kecamatan Selat, Kabupat@i Kapuas 73516

PADIATAPA merupakan bagian dari pemenuhan ISP 1 karena menjadi bukti
kepatuhan program terhadap ketentuan hukum, tata kelola, dan prosedur resmi
yang mengatur persetujuan masyarakat sebelum pelaksanaan kegiatan di tingkat
tapak. PADIATAPA memastikan bahwa kegiatan RHL dilaksanakan sesuai
prosedur yang sah, terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Lemtara
dan Pemprov, memastikan setiap tahapan memperoleh legitimasi administratif dan
legal dari pemangku hak dan menyediakan dokumentasi persetujuan sebagai dasar
akuntabilitas publik dalam pelaksanaan kegiatan RHL.

Pelaksanaan PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa
Paksaan) sebagai tahap awal rencana kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(RHL) dilakukan melalui dua tahapan, yaitu: (Tahap 1) PADIATAPA di tingkat
Wilayah UPTD KPH di hadiri oleh ketua kelompok PS, dan (Tahap 2) PADIATAPA
dilakukan di tingkat tapak yang melibatkan setiap anggota kelompok serta kepala
desa di lokasi kegiatan. Berikut adalah contoh BA PADIATAPA:

BERITA ACARA
BERITA ACARA PERSETUJUAN DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA) PERSETUJUAN BERDASARKAN INFORMAS! DI AWAL TANPA PAKSAAN (PADIATAPA)
PELAKSANAAN KEGIATAN REHABILITAS! HUTAN DAN LAHAN PADA LOKAS! SANAAN KEGIATAN REMASII.IYASI HUTAN DAN LAHAN PADA LOKAS!
PENGELOLA SOSIAL PEMEGANG AN PERHUTANAN SOSIAL
DI WILAYAH UPT KPHP MENTAYA TENGAH ~ SERUYAN HILIR PENDANAAN PROGRAM RBP REDDS GOF OUSUT 2 PROVING) KALIMARTAN TENGAH

PPROGRAM RBP REDD+ GCF OUPUT 2 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Pada han ini, Selasa Tanggal Lima Buian Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima. Telah
Pemegang

Pada hari ini, Rabu Tanggal Sebelas Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puiuh Lima, Dinas e NATAPA
Kehtanan Provinei Kalmantan Tengah, UPT K o Tengan - Senyan Hil dan Yayesan iy i g iessee Saas
Penabui lelsh mengadakan poriemusn PADIATAPA dengan Kelompok Masyarakal Pemegeng otomy Ospen
Persetussan Pengelolasn Perhutanan Sosial yang tlan dfunjak sehagal aion okas! eabiias utan Stama Parindanan Sosll  : st Tenasan Rikyst (4TR)
Gan lahan bordasarkan Keputusan Kepaia Dines Kehuianan Provins! Kaimantan Tengan Nomor e )
522/19V/DISHUT tentang PENUNJUKAN PELAKSANA DAN LOKAS! KEGIATAN REHABILITAS! on Kotawaringin Timur
FUTAN DAN LAHAN PADA AREAL PERSETUSUAN PENGELOLAAN PERMUTANAN SOSIAL GBY RPriPondamping | UPT KPHE MENTAYA TENGAH - SERUYAN HILIR
Gangen kesepakatan sebagel barku
g tkah Gunjk sabaga caon ks snaokias huian dan lahan bardasarkan Keputusan
1. S poserta yang borhac elah mdapatkan infomas!tniang an, plksanaan, has " Binas " Konchanan Brover aran Tongah - Nomor | S221GNIOISHUT teniang
et dan 5o Togatan Renabstss ke can Lana e Loke:Pormdanan Soo 6 PERUGE PECIEAA SR LOAS] KECATAN RENABILTAS! HTAN GAN LAVAN PAGA
Viayah UPT KPHP Mentaya Tengan - Seruyan Hi AREAL PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERNUTANAN
2. Sehun poseria yang borhad bersepakat uniuk saing teuka dan barbag nfomas tekat 1 Sakuun paserta yang borhacde teah mendapatian iniormasi tenang uxsan. pelaksanaon, nasd
o UPT Feteribaton Gan feso KegHian Rehamies: stan dar Lahan pada LoKes: Potmsianan Soua

KPHP Mentaya Tengah - Seruyan Hir

3. Seluruh pemegang persetuiuan pengelolaan perhutanan sosial yang berhadi menyatakan
Hutan dan Lahan.

4. Seluruh pemegang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial yang berhadic berkomitmen

Seluruh peserta yang berhadi bersepakat untuk $aling terbukn dan berbagi Informasi terkait
polaksanaan kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada Lokas! Perhutanan Sosial i wiayahnya

2
3. Seluun pemegang persetujuan pengelolasn perhutanan sosial yang berhadic monyatakan

me Ko 15 25 Ha.
a

Getepkan Selurih pemegang persetujuan pengelolaan perhulanan sosial yang berhadir berkomitmen
mensukseskan pelaksanaan kegiatan Renabinasi Hutan dan Lahan sesual target dan rencana
Demixian berita acara ini dibuat dengan untuk
mestinya. e Tongah
Demikian berita acara ini dibuat dengan untuk

mestinya.
vsnnum

NG [ Nama dan Jabatan | Tanda Tangan Nama dan Jabatan | Tanda Tangan

1. inas Kehutanan Provis—3 (7

2. UPT KPHP Mentaya [
T ruy

3. Tim RBP Penabulu
Kalimantan Tengah

KTH Djapang Harapan
Baru

KTH Tani Maju

i
:
i
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9. Rangkaian Proses Penyusunan Dokumen Rancangan Teknis RHL dan
Swakelola RHL

a) Dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi

Periode tahun 2025, telah selesai di fasilitasi kegiatan groundchecking dan
penyusunan dokumen Rancangan Teknis Rehabilitasi di 500 Ha Lahan
Mineral dan 500 Ha di Lahan Gambut dengan jumlah total sebanyak 20
Dokumen Rancangan Teknis RHL yang tersusun dio 20 Desa. Kegiatan
RHL dilakukan melalui Swakelola tipe IV.

[ ] ameL zm pesmsastanan sosus

FUNGS KAWASAN HUTAN LINDUNG
KELOMPOK PERHUTANANSOSIAL  KTH DE ATEL
KPHL KAPUAS - KAHAYAN
DESA PULAU KALADAN
KECAMATAN MAN
KABUPATEN KAPUAS.
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Luas fryy
POLATANAM JANGKA BENAH (100 BATANGHEKTAR)

KAPUAS, AGUSTUS 2028

RANCANGAN TEKNIS

DI AREA AL
SUMBER DANA PROGRAM RBP KALIMANTAN TENGAH

TANUN 08

FUNGSI KAWASAN HUTAN PRODUKS!

PEMANGKU KAWASAN KTH TANI MAIU

et KPHP MENTAYA TENGA - SERUYAN HILIR
KARANG SARI

KECAMATAN PERENGGEAN

KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI MANTAN TENGAH

LUASAREAL LIS0HA

LUAS REHABILITAS! 28

POLATANAM JANGKA BENAI (100 BATANGHEKTAR)

KOTAWARINGIN TIMUR, ~ SEPTEMBER 2025

b) Berita Acaran dan SK Pembentukan Kelompok Pelaksana RHL di tiap
Kelompok

BERITA ACARA KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN KELOMPOK PELAKSANA KEGIATAN REHABILITASI LAHAN KETUA KELOMPOK TANI HUTAN KALIMANTAN HUTAN ITAH (KTH KAHUI)

GAMBUT LOKAS! PERHUTANAN SOSIAL HKm KTH KAHUI Nomor : 20/KTH-KAHUIX/2025

Pada har inl Jum'at tanggal Sepuluh bulan Oktober tahun dua ribu Dua Puluh Lima TENTANG

Bertompat di Sekretariat HKm KTH KAHUI Kelurahan Sei Gohong, Kecametan Bukit Batu TIM PERSIAPAN, TIM Psugvsm& 53:‘ TIM PENGAWAS KEGIATAN

Kota Palangka Raya, Provinsi Kaimantan Tengah, felah menyepakati susunan Kelompok

Pelaksana RHL Lahan Gambut HKm KTH KAHUI yang selanjutnya dapat dipergunakan untuk

kepentingan KTH Menimbang abahwa untuk  pengembangan ekonomi
masyarakat di desa diperiukan pengelolaan yang

Adapun hal yang di bahas sebagai berkut professional

1. Pembentukan Kelompok Pelaksana RHL Lahan Gambut b. bahwa untuk melakukan pekerjaan bantuan dari

2. Menyusun Rencana kerja pihak ketiga diperiukan adanya pembagian tugas

3. Daftar Hadir (terdampir) untuk pelaksanaan kegiatan

¢ bahwa untuk pertimbangan sebagaimana

Berikut susunan Kelompok Pelaksana RHL Lahan Gambut Lokasi PS HKm KTH KAHUI dimaksud pada huruf a, b dan ¢ di atas periu

::::un- :;::’;‘;:::‘G‘ ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua
nemasd e :(e;:n::uv:m Hutan Kalimantan Hutan ltah
Mengingat Surat Keputusan Lurah Sei Gohong Kecamatan
L TIMPERSIAPAN Bukt Batu Nomor 02 Tahun 2022 Tentang
Kooramator HIMAWAN Penetapan Pembentukan Kelompok Tani Hutan
Anggota 1. PRASETYO PERDANA Kalimantan Hutan ltah (KTH KAHUI) Kelurahan Sei
2 ADEFITRAC. PUTRA Gohong Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya
3. DIMAS MAULANA PANGESTU Provinsi Kalimantan Tengah.
4. AGUS SAPUTRA Menetapkan
Pertama Menetapkan Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan
N :!::::sam S~ Tim Pengawas Kegiatan Swakelola
Kedua Mengesahkan Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan
Anggota 1. EMIMARITA

Tim Pengawas dalam lampiran keputusan ini.
2. SURTIINSIM
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SURAT KEPUTUSAN KETUA LPHD KATUNJUNG
DESA KATUNJUNG KECAMATAN MANTANGAI
NOMOR: 01/SK-LPHD/KTJ/X/2025

TENTANG
KELOMPOK PEL AN REHABILITASI
LAHAN GAMBUT
PADA LPHD KATUNJUNG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan program rehabiltasi lahan
‘gambut pada Perizinan Pengelolaan Perhutanan Sosial LPHD Katunjung
diperiukan  adanya kelompok pelaksana yang bertugas  untuk

dan kegiatan sesuai

BERITA ACARA PEMBENTUKAN/PENUNJUKAN
KELOMPOK PELAKSANA REHABILITASI LAHAN GAMBUT
PADA LPHD KATUNJUNG

Pada hari ini, Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu Tahun Dua Ribu Dua Lima, bertempat di Desa
Katunjung, ~ Kecamatan  Mantangai, Kabupsten Kapuss, telsh dilaksanakan
Pembentukan/Penunjukan Kelompok Pelaksana Rehabilitasi Laban Gambut Pada Lembaga
Pengelola Hutan Desa (LPHD) Katunjung.

ketentuan; L DASARKEGIATAN

b. bahwa untuk maksud tersebut, pertu ditetapkan Keputusan Ketua LPHD i o —— Tahun 2025
Katunjung tentang Pembentukan Kelompok Pelaksanaan Rehabiltasi Hasil Musyawarah LPHD Katunjung mengenai kebutuban pembentukan tim pelaksana

Lahan Gambut pada LPHD Katunjung. kegiatan rehabilitasi
Anhan Ketua LPHD Katunjung terkait pelaksansan kegiatan teknis rehabilitasi di

Mengingat: lapangan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran
Kehutanan;

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 23 Tahun i
2021 tentang Pelaksanaan Rehabiltasi Hutan dan Lahan

5. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor:
52219/V/DISHUT Tentang Penunjukan Pelaksanaan dan Lokasi Kegiatan PELINDUNG
Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pada Areal Persetujuan Pengelolaan
Perhutanan Sosial Program RBP REDD+ GCF OUTPUT 2 Provinsi
KalimantanTengah PEMBINA TEKNIS

I MAKSUD DAN TUSUAN

Pembentukan Kelompok Pelaksana dimaksudkan untuk:

Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan rehabilitasi lahan gambut
Menjamin efekivitas, ketertiban, dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
Meayusun,

.  SUSUSANAN KELOMPOK PELAKSANA
: KEPALA DESA KATUNJUNG
PENANGGUNG JAWAB  : KETUA LPHD KATUNJUNG

 KEPALA KPHL KAPUAS KAHAYAN

E——— KETUA KELOMPOK : LINANDI
SEKRETARIS  THAMRIN
KESATU  : Membentuk Kelompok Pelaksanaan Rehabiltasi Lahana Gambut
pada LPHD Katunjung sebagaimana tercantum dalam Lampiran BENDAHARA :M.ADUT
Surat Keputusan i
KEDUA Kelompok sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
bertugas:

c) Dokumen Pengajuan Proposal RHL oleh Kelompok

Pelaksana telah melakukan fasilitasi dan pendampingan kepada kelompok
dalam penyusunan proposal Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai
bagian dari proses penjaminan kualitas perencanaan kegiatan. Proposal
tersebut mencakup informasi mengenai legalitas dan profil kelompok,
kejelasan lokasi dan status lahan dan dokumen rencana teknis kegiatan.

Sertifikasi No.6211040140046
O04/PAP/SOKUKM-PM/2007 PROPOSAL
\oka - Kuala Kurun RT 02 74511

F KSU. “PALANGKA MAS SEJAHTERA"

KEGIATAN REHABILITASI LAHAN MINERAL

Teluk Nyatu 23 Desember 2025

25/KSU-PMS/XIV2025
1 (satu) berkas

Usulan Pelaksanaan Kegatan Rehabiitasi Lahan Mineral
Kepada Yih
Direktur Program RBP REDD+GCF Output 2 Provinsi Kalimantan Tengah Yayasan
Penabulu

o v \/
- || @&ves9:

pan kami dapat berpartisipasi dan atas perhatian DI AJUKAN OLEH

LEMBAGA PENGELOLA HUTAN DESA (LPHD)
KOPERASI PALANGKA MAS SEJAHTERA

Mengetahu,
Kapala Dosa Tekuk Nyatu

DESA TELUK NYATU
KECAMATAN KURUN
KABUPATEN GUNUNG MAS

JEKMON

TAHUN 2025

10. Perekrutan Staff Penanggung Jawab Safeguard BPDLH baik di tingkat
Nasional dan Provinsi

Dalam pengelolaan Program, Lemtara telah merekrut dan memastikan
penempatan staf safeguard memungkinkan adanya fungsi pengawasan langsung,
verifikasi dokumen, serta pemantauan rutin terhadap pemenuhan seluruh
persyaratan perlindungan lingkungan dan sosial di setiap tahapan kegiatan.
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e

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENA BULU

Nomor: 02.038/PENABULU/X1/2024 TANGGAL : 8 No

A TIM PENEGELOA PROYEK
PENETAPAN TIM PENEGELOLA PROYEK RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST
RESULT BASED PAYMENT (RBP) REDUCING EMISSIONS FROM DEFORESTATION AND FOREST DEGRADATION (REDD+), GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2
DEGRADATION (REDD+), FOR RESULT PERIOD 2014 - 2016 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
‘GREEN CLIMATE FUND (GCF) OUTPUT 2
DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH %o RANA KEDUDUKAN DALAM TIM

T | Mubammad Abd Syukur

Menimbang

P REDD+ GCF Output 2 u

0 keglatan

KETUA YAYASAN PENA BULU

,ﬁlﬂ.‘% JLLEEENDATION
URNAWAN Skl

Di provinsi kalteng, Lemtara merekrut Staf Penanggung Jawab Safeguard di tingkat
nasional dan provinsi untuk memastikan dan memantau kepatuhan safeguard
selama implementasi Program RBP REDD+ GCF Output 2. 1 Staf safeguard di
tingkat nasional mengkoordinasikan penerapan ESMS, memeriksa kesesuaian
prosedur, dan memastikan seluruh regulasi dipatuhi, sementara staf di tingkat
provinsi melakukan monitoring lapangan, memverifikasi dokumen, dan memastikan
setiap kegiatan dilaksanakan secara terdokumentasi.

ISP 2.

Ketenagakerjaan
dan Kondisi Kerja

1. SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan

4

MENTERI L HIDUP DAN MANUAL
= P INDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
" BAGI SATUAN PENGAMANAN HUTAN

DIREKTUR IAN IKLIM = '

NOMOR : P.12/PPI/SET/KUM.1/12/2020

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KEGIATAN PENGENDALIAN
KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN '

Penulis oleh
IF Waldemar Hasiholan, M.Si

KEMENTERIAN EINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
TAHUN 2024

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SOP Kegiatan Patroli Pengamanan dan Kebakaran Hutan dan Lahan mengikuti
SOP resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan dan digunakan untuk
memastikan bahwa seluruh anggota patroli menerapkan praktik keselamatan kerja
serta bekerja dalam lingkungan yang sehat dan aman, sebagai bagian dari
pemenuhan ISP 2. SOP ini menjadi dasar dan panduan utama dalam menetapkan
prosedur patroli, mencakup standar keselamatan, penggunaan APD, protokol
komunikasi, langkah mitigasi risiko, dan prosedur evakuasi selama bertugas di
lapangan.
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Melalui penerapan SOP ini, pelaksana memastikan setiap personel patroli
memahami risiko, mengikuti prosedur kerja aman, dan memperoleh perlindungan
yang memadai.

Selama periode tahun 2025, tidak ditemukan pengaduan atau laporan kecelakaan
kerja dalam kegiatan patroli.

2. Dokumentasi Sort briefing dan Penggunaan perlengkapan yang
berkaitan dengan K3, diantaranya Alat Pelindung Diri (APD) saat kegiatan patroli

Penabulu dan Pemprov Kalteng aktif untuk mendorong dan memastikan bahwa
pelaksanaan patroli berlangsung aman, tertib dan sesuai prinsip K3.

Penabulu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah secara aktif mendorong
UPTD pelaksana untuk melakukan short briefing keselamatan serta memastikan
penggunaan perlengkapan K3, termasuk Alat Pelindung Diri (APD), dalam setiap
kegiatan patroli. Melalui instruksi ini, UPTD (KPH) diwajibkan memberikan
pengarahan singkat mengenai potensi risiko, prosedur kerja aman, dan langkah
tanggap darurat sebelum patroli dimulai, serta memastikan seluruh personel
mematuhi standar penggunaan APD sebagai tindakan pencegahan kecelakaan di
lapangan.

3. Dokumentasi Kesetaraan kesempatan dan non-diskriminas (ToR
rekrutmen tenaga kerja (non-diskriminasi)

a) ToR

Dalam proses rekrutmen, pengadaan jasa, maupun pengadaan barang,
Penabulu secara aktif mencantumkan kriteria kesetaraan kesempatan dan
nondiskriminasi sebagai persyaratan utama dalam setiap dokumen ToR maupun
dokumen pengadaan. Penabulu memastikan bahwa seluruh peluang kerja dan
kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan terbuka bagi perempuan, laki-laki,
kelompok rentan, serta individu dan pelaku usaha dari berbagai latar belakang
tanpa membedakan agama, etnis, usia, atau kondisi sosial ekonomi. Dengan
mencantumkan kriteria ini, Penabulu mendorong proses seleksi dan pengadaan
yang adil, transparan, dan inklusif, menegakkan prinsip GEDSI, serta memastikan
tidak ada bentuk diskriminasi dalam setiap tahapan rekrutmen, pengadaan jasa,
maupun pengadaan barang yang mendukung implementasi Program RBP REDD+
GCF Output 2.

Berikut adalah daftar pengadaan periode Tahun 2024 — 2025:
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- 2.1.1.1 Patroli/iPengamanan Hutan termasuk pengadaan sarana dan
Prasarana (papan himbauan dll)

- 2.1.2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian
karhutla termasuk papan peringatan

- 2.1.2.3 Penyediaan sarana dan prasarana pencegahan dan pengendalian
Karhutla termasuk papan peringatan (Drone)

- 4.1.3.1 Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan REDD+ di
Kalteng (Dekorasi stand dan bahan pameran)

- 411.2 Dukungan sarana dan prasarana operasional pokja REDD+
(Pengadaan Laptop, Komputer dan Printer)

- 2.2.3. Dukungan sarana prasarana operasional KPH dan TAHURA (HT, GPS,
paket pemadaman dan personal use baju pemadaman)

- 4.3.3.2. Bantuan sarana/prasarana pengembangan kampung iklim (viar, bak
sampah dan alat pencacah)

- Pengadaan Jasa Expert: Penyusunan Profil Kehati, RPPEG, Safeguard
REDD+, FREL, Rencana Aksi REDD+ dans Admin POKJA REDD+,

b) Publikasi dan kesempatan non diskriminasi

Dalam implementasi, Lemtara Penabulu menerapkan komitmen yang kuat
terhadap prinsip GEDSI, nondiskriminasi, dan perlindungan safeguard, termasuk
pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual, eksploitasi, pekerja anak, serta
segala bentuk perilaku tidak etis dalam lingkup kerja program. Dalam proses
rekrutmen, Penabulu membuka akses informasi secara luas melalui publikasi
lowongan di situs resmi sebagai bentuk keterbukaan, akuntabilitas, dan
kesempatan yang setara bagi seluruh pelamar tanpa membedakan gender, latar
belakang sosial, agama, ataupun kelompok rentan.

Dalam setiap Terms of Reference (ToR) pengadaan dan rekrutmen, Penabulu
secara tegas menetapkan komitmen untuk mencegah perilaku tidak diinginkan di
tempat kerja, termasuk pelecehan seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan,
pelanggaran integritas, serta penyimpangan keuangan.

Penabulu juga memastikan perlindungan menyeluruh bagi anak-anak, remaja,
orang dewasa, dan seluruh penerima manfaat yang terlibat dalam program.

Sebagai bagian dari standar integritas organisasi, seluruh proses seleksi tenaga
kerja mewajibkan pemeriksaan latar belakang, termasuk pemeriksaan catatan
kriminal dan pengecekan keuangan terkait risiko terorisme, guna memastikan
bahwa seluruh staf yang direkrut bekerja dalam kerangka profesional, aman, dan
dapat dipercaya.

/ PENABULU FOUNDATION

Karir

Karir

PENABULU

LOWONGAN
KERJA

Staff- Result Base

Kalimantan Tengah

@ revou

LOWONGAN
KERJA

@ revony

LOWONGAN
KERJA

Staf Monev / Asisten Program — Result Base
Payment (RBP) Kalimantan Selatan

Read more

PENABULU

LOWONGAN
KERJA

Staf Nasional Program
Payment (RBP) REDD+

i Keuangan Nasional Program RBP
(Result-Based Payment REDD+)

Read more
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Pengumuman

CSRO PENABULU ISUSTRATEGIS INTERVENSI DUKUNGKAMI Q &8 ™

1. Pendidikan SLTA/Sederajat, Diploma, atau S1;

2. Memiliki pengalaman kerja dalam mengelola keuangan proyek/program dari Lembaga donor, LSM, maupun bantuan
pembangunan minimal 3 tahun;

3. Kemampuan komunikasi lisan dan tulisan yang baik;

4. Memiliki keterampilan interaksi dan komunikasi, perhatian terhadap hal detail, dan berintegritas tinggi;

Mampu bekerja dalam tim maupun secara mandiri, serta dapat bekerja dengan pengawasan.

Informasi pelamar

Jika Anda memenuhi kriteria kualifikasi yang kami butuhkan dan berminat untuk melamar, silakan isi formulir berikut ini:
https:/iforms.gle/zQwVnXfrPcvfYCTX7

«+ Batas Waktu penerimaan lamaran : 20 November 2025

Nilai-Nilai dan Komitmen Yayasan Penabulu

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk mencegah segala jenis perilaku yang tidak diinginkan di tempat kerja termasuk pelecehan
seksual, eksploitasi dan penyalahgunaan, kurangnya integritas dan keuangan; dan untuk

kesejahteraan anak-anak, remaja, orang dewasa, dan penerima manfaat yang bekerja sama dengan Yayasan Penabulu. Yayasan
Penabulu mengharapkan semua staf dan sukarelawan untuk berbagi komitmen ini melalui kode etik kami. Yayasan Penabulu
menempatkan prioritas tinggi untuk memastikan bahwa hanya mereka yang memiliki dan menunjukkan nilai-nilai diatas untuk bekerja

bersama Yayasan Penabulu.

Semua tawaran pekerjaan yang ditawarkan oleh Penabulu akan didasarkan pada pemeriksaan/ penyaringan yang sesuai untuk
catatan kriminal dan pemeriksaan keuangan terkait dengan terorisme. Yayasan Penabulu akan meminta informasi kepada pelamar
kerja melalui tempat kerja sebelumnya tentang temuan-temuan kekerasan seksual dan pelecehan seksual selama bekerja atau
insiden-insiden yang sedang diselediki Ketika pelamar meni dengan iimkan lamaran, pelamar telah
memahami prosedur rekruitmen dari Yayasan Penabulu.

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk memastikan keberagaman dan kesetaraan gender dalam organisasi dan mendorong pelamar
dari berbagai latar belakang untuk melamar.

Syarat dan Ketentuan

+ Yayasan Penabulu hanya akan menghubungi kandidat yang terpiih melalui email hr@penabulu.id;
+ Yayasan Penabulu tidak memungut biaya pembayaran yang berhubungan dengan proses rekrutmen;

« Yayasan Penabulu tidak bertanggung jawab atas informasi palsu yang didapatkan oleh para pelamar;

Yayasan Penabulu akan melakukan pemeriksaan latar belakang terhadap kandidat yang telah melalui seluruh proses rekrutmen.

Share this entrv

Link contoh publikasi rekruitmen yang mendorong GEDSI, komitment safeguard
dan non diskriminasi: https./penabulufoundation.org/administration-staff-result-

base-payment-rbp-kalimantan-tengah/

4. Dokumentasi pelaksanaan kegiatan yang menunjukan tidak terdapat
pelibatan pekerja anak



https://penabulufoundation.org/administration-staff-result-base-payment-rbp-kalimantan-tengah/
https://penabulufoundation.org/administration-staff-result-base-payment-rbp-kalimantan-tengah/
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Dokumentasi pelaksanaan kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 pada
periode 2024—-2025 menunjukkan tidak adanya praktik maupun indikasi pelibatan
pekerja anak. Seluruh kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah pada periode ini masih berfokus pada penguatan Arsitektur REDD+, seperti
penyusunan regulasi, pembentukan kelembagaan, peningkatan kapasitas,
pengumpulan data, dan proses perencanaan, sehingga tidak melibatkan aktivitas
lapangan yang berpotensi memunculkan risiko keterlibatan anak.

Kegiatan aksi berbasis tapak seperti Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL), Proklim,
serta dukungan ekonomi lestari yang secara inheren memiliki risiko lebih tinggi
terhadap keterlibatan pekerja anak, baru akan mulai diimplementasikan pada
periode 2026. Oleh karena itu, Lemtara penabulu dan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Tengah akan menyiapkan langkah mitigasi risiko sejak awal tahun
2026, termasuk mekanisme verifikasi usia (KTP) dan sistem monitoring untuk
memastikan bahwa seluruh kegiatan lapangan tetap bebas dari pelibatan pekerja
anak.

5. Dokumentasi pelaksanaan sosialisasi saluran dan mekanisme
penanganan keluhan

Dalam setiap kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2, Lemtara secara aktif
menyampaikan sosialisasi kanal pengaduan melalui pemaparan langsung kepada
seluruh stakeholder serta memasang banner informasi mekanisme keluhan di
lokasi kegiatan. Melalui sosialisasi ini, Lemtara memastikan bahwa seluruh pihak
yang terlibat memahami pentingnya penerapan K3, termasuk pencegahan
pelecehan dan kekerasan seksual.

Penerapan sosialisasi dan penyediaan kanal pengaduan secara konsisten ini
bertujuan menciptakan lingkungan kerja yang aman, mencegah risiko kekerasan
dan pelecehan, serta menjamin ketersediaan mekanisme pelaporan yang jelas,
mudah diakses, dan responsif pada seluruh kegiatan yang melibatkan masyarakat.
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ISP 3. 1. Dokumentasi manajemen limbah domestik yang ditimbulkan atas
Efisiensi Sumber pelaksanaan kegiatan bimtek, FGD, workshop, meeting dan kegiatan
Daya dan Menjaga patroli, atau limbah lainnya sehubungan dengan pelaksanaan proyek.
Kualitas

Lingkungan Hidup

a GPS Map Camera

Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan
| Tengah, Indonesia s

7vrf+x46, Lembeng, Kec. Dusun Sel., Kabupaten Barito Selatan,
Kalimantan Tengah 73713, Indonesia, Kecamatan Dusun Selatan,
Kalimantan Tengah 73713, Indonesia

Lat -1.707702° Long 114.872704°

03/12/25 01:05 PM GMT +07:00

- 5
£ e | l
Q GPS Map Camera

Kecamatan Dusun Selatan, Kalimantan

! Tengah, Indonesia ms
u 7vrf+x46, Lembeng, Kec. Dusun Sel., Kabupaten Barito Selatan;
Kalimantan Tengah 73713, Indonesia, Kecamatan Dusun Selatan,
Kalimantan Tengah 73713, Indonesia
Lat -1.707873° Long 114.872911°
03/12/25 01:04 PM GMT +07:00

Implementasi kegiatan, telah menerapkan manajemen limbah domestik selama
pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Program RBP REDD+ GCF Output 2 di
Kalimantan Tengah. Pengelolaan limbah dilakukan pada kegiatan Bimtek, FGD,
workshop dan rapat dan kegiatan lapangan lainnya untuk memastikan tidak ada
dampak negatif terhadap lingkungan.

Dalam setiap kegiatan, pelaksana memastikan tersedianya fasilitas pemilahan
sampah, jika tidak tersedia, memastikan ada trasbag atupun kardus bekas untuk
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digunakan sebagai pemilah sampah. Selain itu pada acara juga menghimbau
peserta kegiatan untuk memastikan limbah makanan, kemasan, dan sampah
anorganik dikumpulkan dan dibuang sesuai prosedur yang berlaku di lokasi
kegiatan.

Pada saat pelaksanaan briefing kegiatan patroli dan kegiatan lapangan, tim
diwajibkan membawa  kembali  seluruh  limbah  yang  dihasilkan dan
menyerahkannya ke titik pengelolaan sampah terdekat agar tidak mencemari
kawasan hutan atau area konservasi. Namun pendokumentasian masih sangat
minim dilakukan

ISP 4. Kesehatan
dan Keselamatan
Masyarakat.

1. Dokumentasi Short Briefing terkait Safety dan Tanggap Darurat,
diantaranya pengenalan lokasi, jalur evakuasi , pengenalan alat APAR,
penanganan darurat terkait medis dll.

Dalam setiap kegiatan pelibatan Masyarakat (termasuk koordinasi, PADIATAPA,
sosialisasi ProKlim, maupun BIMTEK program RBP), Pemprov Kalimantan Tengah
memberikan short briefing untuk memastikan peserta memahami prosedur
keselamatan sebelum kegiatan dimulai.

Short  briefing tersebut  mencakup pengenalan lokasi  kegiatan, jalur
evakuasi, penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), serta prosedur
penanganan darurat, termasuk pertolongan medis dasar. Pemprov memastikan
bahwa seluruh peserta kegiatan berada dalam kondisi aman, mengetahui tindakan
darurat yang harus dilakukan, dan terlindungi dari risiko kesehatan maupun
keselamatan selama kegiatan berlangsung.

m GPS Map Camera

i Kecamatan Jekan Raya, Kali...

JI. Menteng | No.6, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota
Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia,

~mi Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah 74874,
Indonesia

Video pemaparan sort briefing: hitps://drive.google.com/file/d/1TIuLOuwU-
oxUK2uly6K-0K4c99n4zDJ2/view?usp=share_link

ISP 5.
Pembebasan
Lahan, Rencana
Pemukiman
Kembali dan
Pembatasan
Penggunaan Lahan

Pada periode tahun 2025, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah masih berfokus
pada penguatan Arsitektur REDD+ di tingkat provinsi sehingga belum terdapat
kegiatan aksi yang berpotensi memicu pembebasan lahan, pemukiman kembali,
ataupun pembatasan penggunaan lahan sebagaimana diatur dalam ISP 5.

Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) sebagai aktivitas utama yang
berpotensi bersinggungan dengan isu ISP 5 masih berada pada tahap awal, yaitu



https://drive.google.com/file/d/1TIuLOuwU-oxUK2uly6K-oK4c99n4zDJ2/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1TIuLOuwU-oxUK2uly6K-oK4c99n4zDJ2/view?usp=share_link
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proses PADIATAPA dan penyusunan Rencana Teknis (Rantek). Pada tahap ini,
kelompok perhutanan sosial (PS) dan pemerintah desa sedang
menyiapkan dokumen persetujuan lahan yang menjadi dasar legal pelaksanaan
RHL. Dokumen tersebut masih dalam proses finalisasi dan disusun secara paralel
dengan Rantek untuk memastikan bahwa seluruh lokasi intervensi memiliki status
lahan yang jelas, disetujui secara sah oleh pemangku hak, dan tidak menimbulkan
risiko pembebasan lahan ataupun pembatasan hak masyarakat.

ISP 6. Konservasi
Keanekaragaman
Hayati dan
Pengelolaan
Sumber Daya Alam
Hayati Yang
Berkelanjutan

1. Dokumen Profil Kehati (Sebagai dasar penilaian risiko, penyusunan langkah
mitigasi, dan perencanaan kegiatan (termasuk RHL, patroli, dan penguatan
tata kelola kawasan), agar tidak menimbulkan kerusakan keanekaragaman
hayati di lokasi intervensi.

Dokumen Profil Kehati merupakan instrumen awal untuk memenuhi ISP 6 tentang
Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati
yang Berkelanjutan, yang mewajibkan program mengidentifikasi, melindungi, dan
mengelola potensi dampak terhadap flora, fauna, dan ekosistem.

Melalui Profil Kehati, program dapat mengidentifikasi spesies kunci, kondisi habitat,
dan area sensitif di lokasi kegiatan. Informasi ini menjadi dasar penilaian risiko,
penyusunan langkah mitigasi, dan perencanaan kegiatan (termasuk RHL, patroli,
dan penguatan tata kelola kawasan), agar tidak menimbulkan kerusakan
keanekaragaman hayati di lokasi intervensi.

Saat ini sudah terdapat 11 profil kehati tingkat kabupaten dan 1 tingkat provinsi:

a) Barito Utara
b) Kapuas
PROFIL }‘ c) Kotawaringin Timur
KEANEKARAGAMAN®S g; "S":rrjy”fnRaya
HAYATI - f)  Lamandau
b2 g) Kotawaringin Barat
h) Kota Palangkaraya
i)  Barito Timur
j)  Pulang Pisau
k) Sukamara
[) Katingan
m) Provinsi Kalimantan Tengah

Dokumen Profil untuk Kab gunung mas
dan Barito Selatan masih dalam proses
finalisasi yang akan di laporkan pada
tahun 2026.

2. Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (RIPK)
merupakan instrumen perencanaan strategis yang memandu upaya perlindungan,
pemulihan, dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati di tingkat
daerah. Dokumen ini memberikan kerangka kebijakan, prioritas konservasi, zonasi,
serta arah pengelolaan spesies kunci dan ekosistem penting yang perlu dijaga
dalam setiap pelaksanaan program laksi iklim. Berikut dokumen rencana Induk
yang terkumpul:
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% @ DIN:SRI.I':ITG?(.;:;A::HIDUPNDSAE::E:UTANAN a) Seruyan

b) Kapuas

c) Katingan

d) Kotawaringin Timur

e) 4 dokumen rencana induk masih
dalam proses penyusunan
(Kobar, lamandau, murung raya,
palangkaraya)

f) 6 dokumen induk masih dalam
proses review

g) 1 dokumen induk provinsi kalteng
dalam proses review

LAPORAN PENDAHULUAN

RENCANA INDUK PENGELOLAAN
KEANEKARAGAMAN HAYATI

KABUPATEN SERUYAN

RIPK kemudian disinkronkan
dengan Profil Keanekaragaman
Hayati yang berisi data rinci mengenai
kondisi flora, fauna, habitat penting,
area sensitif, serta potensi risiko
ekologis di lokasi target program.

Integrasi  kedua  dokumen  ini
memastikan bahwa setiap intervensi
program RBP GCF termasuk kegiatan RHL, patroli, Proklim, dan penguatan tata
kelola kawasan memiliki dasar ilmiah dan perencanaan yang kuat untuk
menghindari dampak negatif terhadap ekosistem.

3. Dokumen Inventarisasi Potensi Kawasan Tahura Isen Mulang Sebangau

Berkah

Dokumen Inventarisasi Potensi

o K Tahura Isen Mulan
LAPORAN awasan 9
Sebangau Berkah merupakan
INVENTARISAS| POTENSI KAWASAN DI TAHURA ISEN instrumen kunci L . yang
MULANG SESANGAS BERCES menggambarkan  kondisi  biofisik,
ekologis, dan sosial kawasan
konservasi secara

komprehensif. Dokumen ini memuat
identifikasi jenis flora dan fauna, status
spesies  dilindungi, karakteristik
habitat, kondisi tutupan lahan, fungsi
ekosistem, serta potensi ancaman dan

— tekanan di dalam kawasan.
PP RTMAR, &bt .
3. SATYA NUGRAHA PERNADY, S.Hut. . . . .
4 NURWACHO WAHYUDI 5 v, Informasi yang dihimpun melalui
5. TEDY A. TUERAH, S. Hut. . . . . . .
¢ rerovsusaNTo inventarisasi menjadi dasar bagi

pengelola Tahura untuk menetapkan
prioritas  konservasi, menentukan
zonasi pengelolaan, dan merancang
intervensi yang aman bagi ekosistem,
termasuk kegiatan patroli, penguatan
kelembagaan, edukasi lingkungan,
dan rehabilitasi ekosistem.

Inventarisasi ini juga memastikan bahwa setiap pelaksanaan kegiatan dalam
Program RBP REDD+ GCF Output 2 di Tahura seperti patroli, penguatan
kelembagaan, penyusunan rencana kerja, hingga kegiatan berbasis tapak
dilakukan dengan mempertimbangkan keberadaan spesies sensitif, area bernilai
konservasi tinggi, serta potensi risiko ekologis yang perlu dihindari.
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4. Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut
(RPPEG) Barito Selatan

o PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN Dokumen ini menjadi rujukan utama

DINAS LINGKUNGAN HIDUP untuk memastikan bahwa seluruh
kegiatan program dilakukan sesuai
karakteristik ekologis gambut,
menjaga fungsi hidrologis, serta
melindungi flora dan fauna khas
ekosistem gambut.

Dengan menggunakan RPPEG
i . sebagai dasar perencanaan dan
A pengambilan keputusan, pelaksana
program secara aktif mengidentifikasi
area bernilai konservasi tinggi,
menetapkan batasan aktivitas yang
aman, serta menyusun langkah
mitigasi untuk mencegah degradasi
gambut. Kegiatan seperti patroli,
pengelolaan hidrologi, dan rehabilitasi
dilakukan sesuai arahan RPPEG agar
tidak merusak struktur gambut, tidak
mengganggu habitat satwa liar, dan
Buntok, 2025 tetap menjaga fungsi ekosistem
secara berkelanjutan.

5. Dokumentasi Mitigasi Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati dan
Pengelolaan Sumber Daya Alam Hayati Yang Berkelanjutan (melalui
pemasangan papan himbauan di beberapa titik rawan)

VEQPFO~

Program RBP REDD+ GCF Output 2

) sten ===

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
" MEMBAKAR HUTAN DAN LAHAN SANGAT MERUGIKAN KT SENUA®

ANCAMAN PIDANA DAN DENDA BAGI PELAKU :
1., SENGAJA : PENJARA PALING LAMA 15 TALLelTAU DENDA Rp. 7,5 MILIAR
2, KELALAIAN : PENJARA PALING LAMA DENDA Rp. 3,5 MILIAR

( UNDANG - UNDANG NO.14TAHUN Y 116 KEHUTANAN jo
UNDANG - UNDANG Nomor 6 TR eesiiiasal 78 )

Program RBP REDD+ yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan
Tengah memasang 150 plang imbauan di 59 desa rawan kebakaran dan aktivitas
perambahan sebagai langkah mitigasi untuk melindungi keanekaragaman hayati.
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o o |

ANDA MEMASUKI

KAWASAN HUTAN LINDUNG

DILARANG :

. VERAMBAA/ EMBUKR  MENBAKAR AT NERUSAK
NSTMEEAGR

o OGN AN LT JRATDL

S ol 10k i e v

* pilang |
- Recamdian labivén,
paien Pulang Pisau
“alimtnlan Tengah>
v

Warung angi VS

Larangan perburuan satwa

liar secara langsung melindungi
satwa liar (kategori perlindungan
spesies dan habitat)

Larangan penebangan mencegah
kerusakan tutupan hutan
(perlindungan ekosistem dan fungsi
ekologis)

Imbauan kebakaran

hutan mencegah kerusakan
ekosistem, hilangnya habitat, dan
risiko terhadap flora-fauna (bagian
dari upaya menjaga keanekaragaman
hayati)

Upaya ini memperkuat upaya pengawasan
lapangan serta meningkatkan kesadaran
masyarakat.

ISP 7.
Perlindungan dan
Partisipasi/
Pelibatan
Masyarakat Hukum
Adat

ISP 8.
Perlindungan
Warisan Budaya

ISP 9. Komitmen
Lingkungan dan
Sosial Bagi
Lembaga Penyalur

ISP 10. Pelibatan
Para Pemangku
Kepentingan dan
Pengungkapan
Informasi

1.

Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Kegiatan kepada stakeholder dan

atau penerima manfaat tigkat tapak.

n GPS Map Camera

~ Kecamatan Selat, Kalimantan Tengah,

Indonesia ms

293m+4wh, JI. Manunggal |, Selat Tengah, Kec. Selat, Kabupaten
Kapuas, Kalimantan Tengah 73516, Indonesia, Kecamatan Selat,
Kalimantan Tengah 73516, Indonesia

Lat -2.997045° Long 114
16/10/25 09:32 AM GMT

.384838°
+07:00
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: Vienteng

"Ké‘gm"a‘tan Jekan Raya

: 2 giota Palangka Raﬁ

V% - | s={alimantan Tengah
_#KonsultasitPubli

Kegiatan sosialisasi di desain program, merupakan bentuk pmenuhan prinsip
safeguard BPDLH terkait keterbukaan informasi proyek. Pelaksana program
memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan dikomunikasikan secara terbuka
kepada pemangku kepentingan melalui sosialisasi dan pertemuan koordinasi.
Langkah ini dilakukan untuk menjamin bahwa masyarakat, pemerintah desa,
kelompok pengelola kawasan dan pihak terkait lainnya yang menjadi target
program memahami tujuan, ruang lingkup, manfaat, serta potensi dampak kegiatan
sebelum implementasi dimulai. Program memastikan bahwa pemangku
kepentingan dapat memberikan masukan, berpartisipasi secara bermakna, dan
terlibat sejak tahap awal pelaksanaan kegiatan.

Berikut merupakan kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan sebelum
implementasi:

a) 4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait kelembagaan REDD+ di
Kalimantan Tengah (20 November 2024, Rancangan Kegiatan Pokja
REDD+ Provinsi Kalteng)

b) 1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan Gambut
(PADIATAPA/FPIC Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan sebagai bentuk
pelibatan para pemangku kepentingan dan pengungkapan informasi
kebutuhan data awal penyusunan rancangan teknis RHL)

c) 4.3.1. Sosialisasi program Kampung Iklim (13-14 Maret 2025, 20-21 Maret
2025, 7 Mei 2025 dan 25 September 2025), Mensosialisasikan Program
Kampung iklim dengan tingkatan status dan indikator capaian dari masing-
masing tingkatan kepada para pihak dan Mendorong Kolaborasi antara
pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat dalam mendukung
ProKlim)

d) 4.1.3.1. Sosialisasi dan/atau konsultasi publik rencana pelaksanaan
REDD+ Kalteng (17-23 Mei 2025, mengikuti pameran tersebut guna
mempromosikan dan mensosialisasikan program REDD+ di Kalimantan
Tengah)

e) 4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL (25 Juli 2025, Konsultasi
publik penyusunan FREL/FRL ini bertujuan memperoleh keselarasan
pandangan serta validasi teknis dari berbagai pihak terkait, sehingga
dokumen FREL/FRL Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kondisi riil di
lapangan dan selaras dengan kebijakan nasional)

f) 4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ (14 Agustus 2025,
Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ bertujuan untuk menyosialisasikan isi
dan substansi Draft Renstra REDD+ kepada pemangku kepentingan di
berbagai level (pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan NGO)
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2. Daftar Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan

Daftar stakeholder rinci, disajikan di Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan
peran masing-masing dalam implementasi program

3. Publikasi Implementasi Program

Daftar Publikasi rinci, disajikan di Lampiran 2. Daftar publikasi program

ISP 11. Risiko
Perpindahan
Karbon

ISP 12. Kualitas
Sosial Masyarakat,
Pengarusutamaan
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan Dan
Perlindungan
Kelompok Rentan

1. Dokumentasi Keterlibatan Gender dalam Implementasi Kegiatan

u GPS Map Camera

Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah, Indonesia
Qwh8+fjr, JI. C. Bangas, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan
Tengah 74874, Indonesia, Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah 74874,
Indonesia

Lat -2.221007° Long 113.916559°

11/08/25 09:48 AM GMT +07:00

PROGRAM R8P REDD+ GCF OUTPUT 2
KALIMANTAN TENGAH

FORUM GROUP DISCUS
PENYUSUNAN DOKUMEN PR3

, Kecamatan Jekan Raya, Kalimantan Tengah,

Indonesia

JI. Rta Milono No.75 Km 2, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka
Raya, Kalimantan Tengah 74874, Indonesia, Kecamatan Jekan Raya,
Kalimantan Tengah 74874, Indonesia

Lat -2.222736° Long 113.919528°

01/07/25 01:55 PM GMT +07:00

Pelaksana program (OPD dan UPTD) secara konsisten menyediakan akses
informasi yang setara, membuka kesempatan yang adil dalam pengambilan
keputusan, serta memastikan pelibatan langsung perempuan dalam kegiatan
teknis dan operasional di lapangan (mulai dari koordinasi, sosialisasi, FGD, hingga
Bimtek)
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Pada periode pelaksanaan 2024-2025, jumlah peserta perempuan mencapai 722
orang dibanding 2.420 laki-laki, sehingga tingkat keterlibatan perempuan berada
pada kisaran 29,8% dari total peserta. Proporsi ini masih lebih rendah dibandingkan
laki-laki karena sebagian besar kegiatan REDD+ pada periode ini masih berfokus
pada arsitektur REDD+, yang banyak melibatkan perangkat teknis pemerintah,
pengelola kawasan, dan UPTD sektor yang masih didominasi tenaga kerja laki-laki.
Selain itu, beberapa kegiatan teknis seperti patroli, pemetaan, atau kerja lapangan
juga cenderung memiliki representasi perempuan yang lebih sedikit akibat
keterbatasan jumlah personel perempuan.

Berikut rincian data terpilah gender periode impelementasi tahun 2024-2025:

Ketercapaian Seluruh Aktivitas

(‘ount of Status
Status v

mBelum Terlaksana
2,37%
62,3 = On Going

mTercapai
100%

Jumlah Gender Untuk Pekerjaan

[Sum of Kumulatif Total Men [Sum of Kumulatif Total Wcmen

Values

®  wSumof Kumulatif Total Men
2420 @ = Sum of Kumulatif Total Women

90% 100%

Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan Persentase
1.1.1.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Hutan 431 64 15%
dan Lahan
1.1.2.1. Penyusunan Rencana Teknis Rehabilitasi Lahan 270 45 17%
Gambut
1.2.1.1. Fasilitasi penyusunan Profil Keanekaragaman 15 10 679%
Hayati Tingkat Provinsi/Kabupaten 0
1.2.2.1 Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan 47 57 57%

KEHATI tingkat Provinsi/Kabupaten

2.1.1.1.1. Patroli/Pengamanan Hutan termasuk
pengadaan sarana dan Prasarana (papan 65 19 29%
himbauan dll) - Patroli

2.1.1.2. Penyusunan laporan perlindungan dan

34 11 32%
pengamanan hutan
2.1.2.1. Fasilitasi pembentukan/Penguatan kelompok o
Al 161 7 4%
masyarakat peduli api
2.1.2.2. Pelatihan pecegahan dan penanggulanan 161 7 49
bahaya kebakaran hutan dan lahan 0
2.2.1.1. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan 18 ” 11%
Hutan KPH dan TAHURA - Pengumpulan data °
2.2.1.2. Fasilitasi Penyusunan Rencana Pengelolaan 2 0 0%

Hutan KPH dan TAHURA - Supervisi ke KLHK

2.2.1.3. Fasilitasi P3nyusunan Rencana Pengelolaan
Hutan KPH dan TAHURA - Supervisi ke KLHK - 84 19 23%
Dokumen RPHJP

4.1.1.1. FGD Mekanisme kerja Rencana Kerja Pokja

0,
REDD+ Kalteng 101 32 32%

4.1.2.1. Pelatihan dan/atau bimbingan teknis o
perencanaan implementas REDD+ 72 37 51%
4.1.2.2. Studi banding Pemprov Kalteng ke Provinsi 25 21 84%

Jambi untuk pembelajaran pelaksanaan




Nama Kegiatan Laki - Laki Perempuan Persentase
Biocarbon Fund dan Provinsi kaltim untuk
pembelajaran FCPF
4.1.3.2. Koordinasi dan konsultasi daerah terkait 7 5 719%
kelembagaan REDD+ di Kalimantan Tengah 0
4.1.3.3. Koordinasi dan konsultasi dengan para pihak 80 27 349
terkait rencana hasil implementasi REDD+ 0
4.2.1.1. Konsultasi publik penyusunan FREL/FRL 63 26 41%
4.2.1.4. FGD Penyusunan FREL/FRL 106 49 46%
4.2.1.5. Konsultasi dengan KLHK dan Kemendagri terkait 7 6 86%
FREL/FRL Prov Kalteng °
4.2.2.2. Pelatihan dan / atau Bimtek penyusunan renstra o
dan aksi strategi REDD+ 50 20 40%
4.2.2.3. Penyusunan renstra dan aksi strategi REDD+ 92 45 49%
4.2.2.6. Konsultasi Publik Draft Renstra REDD+ 68 28 41%
4.2.3.1. Persiapan pelaksanaan penyusunan MRV 24 4 17%
4.2.5.1. FGD Persiapan Penyusunan Safegurad REDD+ o
tingkat Provinsi Kalteng 68 54 8%
4.2.6.1. Bimtek inventarisasi GRK di 5 sektor 35 32 91%
4.3.1.1. Sosialisasi program Kampung Iklim 170 74 44%
4.3.3.1. Penmgkatan_kapasﬂas masyarakat dalam 17 5 29%
Kampung Iklim
4.3.3.2. Bantuan sgrgna/prasarana pengembangan 27 6 299,
kampung iklim
4.3.41 Plslrir::ntauan dan Monitoring program Kampung 23 5 200,
TOTAL 2.420 722 29,8%




LAMPIRAN -

LAMPIRAN

Lampiran 1. Stakeholder yang terlibat dan peran masing-masing dalam implementasi program

KEGIATAN

STAKEHOLDER TERLIBAT

PERAN

Lahan Gambut

1.1.11. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Pelaksana dan penerima manfaat,
Penyusunan Tengah pimpinan rapat koordinasi, tuan rumah
Rencana Teknis kegiatan sosialisasi/Bimtek.
Rehabilitasi KPH dibawah lingkup Dinas Pelaksana lapangan, koordinator kegiatan
Hutan dan Kehutanan Provinsi Kalimantan RHL dan pendamping PS di wilayah kerja.
Lahan Kelompok Pengelola Persetujuan Pemegang ijin, pelaksana dan penerima

PS di Wilayah KPHP: manfaat

Koperasi Harapan Abadi — Desa

Pantai Harapan

Kelompok Tani (Poktan) Eka Hapakat

— Desa Keruing

Poktan Hatantiring — Desa Keruing

Poktan Bersama Mandiri — Desa

Pundu

Poktan Mitra Usaha — Desa Selucing

KTH Jirak Sepakat Jaya — Desa Bukit

Batu

KTH Djapang Harapan Baru — Desa

Biru Maju

KTH Tani Maju — Desa Karang Sari

Poktan Harapan Abadi — Desa Pantai

Harapan

BPSKL Wilayah Kalimantan Narasumber dalam Bimtek dan

pendamping kebijakan Perhutanan Sosial.

1.1.21. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Penyusunan Tengah Pelaksana kegiatan, koordinator teknis
Rencana Teknis | Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Mitra teknis dan penyedia data/perspektif
Rehabilitasi Kalimantan Tengah lingkungan.

KPHL Kapuas — Kahayan

House kegiatan, pelaksana teknis tapak,
informan lapangan.

Kelompok Pengelola Izin Perhutanan
Sosial di Wilayah KPHL Kapuas—
Kahayan

Partisipan kegiatan, informan pengelolaan
kawasan, penerima manfaat program.

1.2.1. Fasilitasi
penyusunan
Profil
Keanekaragama
n Hayati Tingkat
Provinsi/Kabupa
ten

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Koordinator isu lingkungan, penyedia data,
dan fasilitator kebijakan provinsi.

Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah (BAPPERIDA) Provinsi
Kalimantan Tengah

Sinkronisasi perencanaan program,
penguatan kebijakan, dan integrasi ke
dokumen perencanaan daerah.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
(Gunung Mas, Barito Selatan)

Pelaksana teknis di kabupaten, penyedia
data lapangan, dan verifikasi kondisi
lingkungan.

BAPPERIDA Kabupate (Gunung Mas,
Barito Selatan)

Penyelarasan rencana program dengan
rencana pembangunan kabupaten serta
dukungan koordinasi lintas sektor.

Balai Konservasi Sumber Daya Alam
(BKSDA) Kalimantan Tengah

Pengelolaan kawasan konservasi,
perlindungan keanekaragaman hayati, dan
pemberian rekomendasi teknis.

Perwakilan KPH (Kesatuan
Pengelolaan Hutan)

Pelaksana teknis di tingkat tapak, informan
kondisi kawasan, dan fasilitator
implementasi program

2.1.1.1.
Patroli/Pengama
nan Hutan
termasuk
pengadaan
sarana dan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Penerima manfaat, penanggung jawab
program, dan pelaksana utama kegiatan
patroli pengamanan hutan di tingkat
provinsi.

KPHP Kahayan Hulu

Pelaksana patroli dan penyedia laporan
teknis pengamanan hutan.




KEGIATAN

Prasarana

(papan
himbauan dll)

STAKEHOLDER TERLIBAT
KPHL Kapuas Kahayan

PERAN

Pelaksana patroli, identifikasi potensi
gangguan hutan, dan mitigasi risiko di
lapangan.

KPHL Gerbang Barito

Pelaksana patroli, identifikasi potensi
gangguan hutan, dan mitigasi risiko di
lapangan.

KPHP Barito Hilir

Pelaksana patroli, identifikasi potensi
gangguan hutan, dan mitigasi risiko di
lapangan.

21.21. Pemerintah dan masyarakat desa Penerima manfaat dan pelaksana utama
Fasilitasi Katimpun, Desa Katunjung, Desa kegiatan
pembentukan/P | Mantangai Hulu, Desa Petak Puti,
enguatan Desa Tambak Bajai, Desa Terusan
kelompok Raya
masyarakat Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan | Penerima manfaat, penanggung jawab
peduli api Tengah program, dan pelaksana utama kegiatan
2.1.2.2. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sebagai instansi teknis yang mendukung
Pelatihan Kalimantan Tengah pemantauan dan mitigasi risiko kebakaran.
pencegahan - — - -
dan _III_)lnas Eehutanan Provinsi Kalimantan | Sebagai pela_ksang utama p()jatlr_oll dan
enga penanggung jawab pengendalian
ﬁebnaahnagy%ulanga kebqka_ran hutan dan lahan di tingkat
kebakaran _ . provinsi. —
hutan dan Tim Serbu Api Kelurahan (TSAK) Sebagai tim respons cepat di tingkat
lahan kelurahan untuk melakukan deteksi dini
dan penanganan awal karhutla
Babinsa dan Bhabinkamtibmas Sebagai unsur keamanan yang membantu
pengawasan lapangan, sosialisasi
pencegahan, dan dukungan mitigasi risiko
kebakaran
2.2.1. Fasilitasi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Penyusunan Tengah ((Bidang TAHURA, Bidang
Rencana PSDA)
Pengelolaan WWF Kalteng Turut mendukung berdasarkan Perjanjian
Hutan KPH dan Kerjasama dengan Dishut Kalteng untuk
TAHURA penguatan TAHURA
Masyarakat Wilayah Desa Paduran Masyarakat terdampak/terlibat dalam
Sebangau survei dan penyusunan rencana
pengelolaan
KPHL/KPHP se-Provinsi Kalimantan Peserta Bimtek penyusunan RPHJP
Tengah
Balai Pengelolaan Hutan Lestari Peserta dan pendukung teknis RPHJP
(BPHL)
Balai Konservasi Sumber Daya Alam Pendukung teknis penyusunan RPHJP
(BKSDA) Kalimantan Tengah
Direktorat Bina Rencana Narasumber Bimtek terkait penyusunan
Pemanfaatan Hutan dan penilaian RPHJP
Ditien Kementrian Kehutanan Narasumber Bimtek terkait penyusunan
dan penilaian RPHJP
41.1.1.FGD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Peserta FGD dan kontributor penyusunan
Mekanisme Kalimantan Tengah mekanisme kerja Pokja REDD+

kerja Rencana
Kerja Pokja
REDD+ Kalten

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta FGD dan penanggung jawab
teknis pembahasan format SK dan
personalia sekretariat Pokja REDD+

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta FGD dan pemberi masukan
perencanaan regional terkait fungsi Pokja
REDD+

41.21.
Pelatihan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

House, penerima manfaat dan pelaksana
kegiatan.




KEGIATAN
dan/atau

STAKEHOLDER TERLIBAT
Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim

PERAN
Narasumber teknis untuk penyusunan

pembelajaran
pelaksanaan
Biocarbon Fund
dan Provinsi
kaltim untuk
pembelajaran
FCP

bimbingan KLHK rencana kerja POKJA REDD+
teknis Mitra pembangunan dan organisasi Peserta dan kontributor
perencanaan masyarakat (Fakultas Kehutanan

implementasi Universitas Palangka Raya (unsur

REDD+ akademisi), Yayasan Penabulu, WWF

Indonesia, Yayasan Tambuhak Sinta,

GGl dan GIZ)

POKJA REDD+ Kalteng House, penerima manfaat dan pelaksana
kegiatan.

Bappedalitbang Peserta kegiatan, Penyelarasan rencana
program dengan rencana pembangunan
serta dukungan koordinasi lintas sektor.

4.1.2.2. Studi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Peserta kegiatan
banding Kalimantan Tengah

Pemprov Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Peserta kegiatan
Kalteng ke Tengah

Provinsi Jambi BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Peserta kegiatan
untuk Tengah

Dinas Kehutanan dan Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Barat

Narasumber kegiatan

Pokja REDD+ Kalimantan Barat

Narasumber kegiatan

Yayasan Penabulu

Peserta kegiatan

Yayasan Bentang

Narasumber kegiatan

4.1.3.2.
Koordinasi dan
konsultasi
daerah terkait
kelembagaan

pedalitbang Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta diskusi dan pelaksana rapat awal
penyusunan arsitektur REDD+

Balai PPI Kalimantan

Peserta rapat dan kontributor teknis
penyusunan rancangan kegiatan Pokja
REDD+

REDD+ di Biro Perekonomian Setda Provinsi Peserta rapat dan pemberi masukan
Kalimantan Kalimantan Tengah perencanaan lintas sektor
Tengah Dinas PMD Provinsi Kalimantan Peserta rapat dan kontributor aspek
Tengah pemberdayaan masyarakat
PPIB Universitas Palangka Raya Peserta rapat dan penyedia masukan
akademis
Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan OPD terkait, peserta rapat dan kontributor
Tengah penyusunan arsitektur REDD+
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi OPD terkait, peserta rapat dan penyedia
Kalimantan Tengah masukan teknis lingkungan
Konsultan Peserta diskusi dan penyedia dukungan
teknis penyusunan rancangan kegiatan
Praktisi Peserta diskusi dan penyedia pandangan
teknis lapangan
BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Pelaksana rapat awal persiapan
Tengah penyusunan arsitektur REDD+
4.1.3.3. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) | Penyusun dokumen SIS-REDD+ kedua
Koordinasi dan | / KLHK dan penyedia kerangka acuan arsitektur
konsultasi REDD+ sesuai Cancun Agreement
dengan para Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah | Pelaksana kegiatan koordinasi dan
pihak terkait konsultasi penyusunan rencana aksi
rencana hasil implementasi REDD+
implementasi Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim Narasumber teknis terkait strategi,
REDD+ (MPI) — KLHK arsitektur REDD+, dan penyelarasan

kebijakan nasional—provinsi

BPDLH

Narasumber teknis terkait pendanaan,
safeguard, dan implementasi program RBP
REDD+




KEGIATAN

STAKEHOLDER TERLIBAT

Pokja REDD+ Provinsi Kalimantan
Tengah

PERAN

Peserta dan kontributor dalam
pembahasan rencana aksi implementasi
REDD+

dengan KLHK
dan Kemendagri
terkait
FREL/FRL Prov

4.2.1.2. Direktorat IGRK KLHK Narasumber: Pengembangan FREL dan
Pelatihan pengukuran kinerja REDD+
dan/atau Universitas Kyoto Narasumber: Cetak biru FREL Provinsi
bimbingan Kalimantan Tengah
teknis Universitas Palangka Raya Narasumber: Struktur FRL dan sistematika
penyusunan perhitungan
FREL/FRL Universitas Palangka Raya Narasumber: Isu deforestasi dan degradasi
hutan
Narasumber: Diskursus kebakaran hutan
dan lahan di Kalteng
Praktisi Narasumber: Penyampaian data dasar
dalam penyusunan FRL
BAPPERIDA Provinsi Kalimantan Peserta dan koordinator kegiatan
Tengah konsultasi teknis
Peserta dan kontributor akademis
Pokja REDD+ Kalimantan Tengah Peserta dan penyedia masukan teknis
provinsi
Perwakilan Dinas Kehutanan dan Peserta dan pendukung teknis
Dinas Lingkungan Hidup Provinsi implementasi REDD+
Kalimantan Tengah
Perwakilan KPH se-Provinsi Peserta dan penyampai informasi kondisi
Kalimantan Tengah tapak
Perwakilan Mitra Pembangunan Peserta dan mitra pendukung penguatan
Provinsi Kalimantan Tengah teknis REDD+
Praktisi/Pakar REDD+ Peserta dan pemberi masukan teknis ahli
4.21.5. Tim Pokja REDD+ Kalimantan Tengah | Peserta dan kontributor utama dalam
Konsultasi pembahasan teknis REDD+ provinsi

Ketua Pokja IGRK & MRV —
Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Narasumber teknis dan pemberi arahan
terkait IGRK, MRV, dan sinkronisasi
kebijakan nasional—provinsi

dengan KLHK
dan Kemendagri
terkait
FREL/FRL Prov
Kalteng

Kalteng
4.2.1.5. APPERIDA Provinsi Kalimantan Peserta kegiatan dan koordinator
Konsultasi Tengah penyelarasan perencanaan program

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta dan penyedia masukan teknis
sektor kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Peserta dan penyedia masukan teknis
lingkungan

Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta dan kontributor isu penggunaan
lahan dan komoditas perkebunan

KPH se-Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta dan informan kondisi pengelolaan
hutan di tingkat tapak

Akademisi — Universitas Palangka
Raya

Peserta dan kontributor kajian ilmiah
REDD+

Mitra Pembangunan Provinsi
Kalimantan Tengah

Peserta dan pendukung teknis
implementasi program REDD+

4.2.3.1.
Persiapan
Penyusunan MR

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Peserta dan penyedia masukan teknis
kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Peserta dan penyedia masukan teknis
lingkungan

Badan Perencanaan Pembangunan,
Riset dan Inovasi Daerah
(BAPPERIDA)

Peserta dan koordinator penyelarasan
perencanaan daerah

Akademisi — Universitas Palangka
Raya

Peserta dan kontributor ilmiah dalam
pembahasan MRV dan REDD+




KEGIATAN

STAKEHOLDER TERLIBAT
Praktisi dan Pakar MRV Nasional

PERAN

Narasumber teknis dan penyedia masukan
ahli MRV

4.251.FGD
Persiapan
Penyusunan
Safeguard
REDD+ tingkat
Provinsi Kalteng

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan
FGD

Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah

Partisipan dan penyedia masukan
perencanaan

Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Tengah

Partisipan dan kontributor teknis sektor
kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Aceh

Narasumber berbagi pengalaman
implementasi safeguard REDD+

Kementerian Lingkungan Hidup dan
Kehutanan

Narasumber teknis penyusunan dan
harmonisasi kebijakan safeguard

Pokja REDD Kalten

Pelaksana kegiatan sekaligus partisipan
FGD

4.2.6.1. Bimtek
inventarisasi
GRK di 5 sektor

inas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Host dan pelaksana kegiatan Bimtek

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kalimantan Tengah

Partisipan Bimtek dan penerima manfaat
teknis inventarisasi GRK

Balai Pengendalian Perubahan Iklim
(PPI) Wilayah Kalimantan

Narasumber teknis dalam inventarisasi
GRK 5 sektor

4.3.11.
Peningkatan
kapasitas
masyarakat
dalam Kampung
IKlim

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Tuan rumah dan pelaksana kegiatan
sosialisasi

Perwakilan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kalimantan Tengah

Peserta dan penerima informasi teknis
ProKlim

Kelompok Masyarakat/Kelompok
Kampung Iklim

Peserta dan penerima manfaat sosialisasi

Desa-Desa ProKlim di Kabupaten
Kotawaringin Barat

Peserta dan lokasi sasaran sosialisasi

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kotawaringin Barat

Peserta dan pendukung teknis di tingkat
kabupaten

Tim Pelaksana Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Tengah

Pelaksana lapangan dan fasilitator
sosialisasi

Direktorat Adaptasi Perubahan lklim
(KLHK)

Narasumber teknis Program Kampung
Iklim

4.3.31.
Peningkatan
kapasitas
masyarakat
dalam Kampung
IKlim

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan Tengah

Pelaksana kegiatan sekaligus peserta studi
banding

Perwakilan Desa/Kelompok Kampung
Iklim Provinsi Kalimantan Tengah

Peserta studi banding dan penerima
pembelajaran

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buleleng

Narasumber dan penyedia informasi praktik
baik ProKlim

Desa/Kelompok Kampung lklim
dampingan DLH Kabupaten Buleleng

Narasumber dan lokasi pembelajaran
lapangan

4.3.41.
Pemantauan
dan Monitoring
program
Kampung Iklim

Dinas Lingkungan Hidup Pov Kalteng

pelaksanaan monitoring




Lampiran 2. Daftar publikasi program

. . Kategori . Tanggal
Provinsi " gorita ~ Media Publikasi
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://mmc.kalteng.go.id/berita/read/45026/dIh-prov-kalteng-laksanakan-workshop-
online Implementasi | 2024 persiapan-implementasi-program-rbp-gcf-output-2-provinsi-kalimantan-tengah
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://dishut.kalteng.go.id/berita/read/163/workshop-persiapan-implementasi-rbp-
online Implementasi | 2024 gcf-output-ii-provinsi-kalimantan-tengah
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://www.rri.co.id/daerah/1024393/dlh-kalteng-workshop-implementasi-program-
online Implementasi | 2024 rbp-gcf-output
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://www.newsinkalteng.co.id/2024/10/pemerintah-provinsi-kalimantan-
online Implementasi | 2024 tengah.html
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Media Workshop 3 Oktober | https://exposkalteng.com/pemprov-kalteng-gelar-workshop-persiapan-implementasi-
online Implementasi | 2024 program-rbp-gcf-output-ii/
Program RBP
GCF Output
Kalteng | Artikel Website | Informasi 3 Oktober | https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-
Penabulu | Proyek RBP 2024 mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-
Kalteng provinsi-kalimantan-tengah/
Kalteng | Artikel Online Berbagi 19 May https://www.instagram.com/p/DJy8TUjS35Y/?igsh=MWI4d2IwNHBxdTIrMA%3D%3D
Souvenirdan | 2025
Bibit Pohon
Buah
Kalteng | Artikel Online Patroli pada 25 Instagram
areal rawan September
kebakaran 2025



https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan-tengah/
https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan-tengah/
https://penabulufoundation.org/pengelolaan-hutan-dan-lahan-berkelanjutan-untuk-mendukung-percepatan-pencapaian-target-penurunan-emisi-gas-rumah-kaca-provinsi-kalimantan-tengah/
https://www.instagram.com/p/DJy8TUjS35Y/?igsh=MWl4d2IwNHBxdTlrMA%3D%3D
https://www.instagram.com/reel/DPBaQ_PEvSC/?igsh=aW9xdTY2emE4MWMz

.. Kategori . Tanggal
Provinsi. "pita  Media Publikasi
Kalteng | Artikel Online Program 25 https://www.instagram.com/p/DPBPzAsEIGi/?igsh=MXZ3NW5md200bWRnMw==
kampung iklim | September
2025
Kalteng | Artikel Online FGD 5 July https://www.instagram.com/p/DLuFpKGypGM/?igsh=MWYQOY3R5Ym1ndWhpYw==
penyusunan 2025
dokumen
Kehati Kab.
Barsel dan
Kab. Gunung
Mas



https://www.instagram.com/p/DPBPzAsElGi/?igsh=MXZ3NW5md2o0bWRnMw==
https://www.instagram.com/p/DLuFpKGypGM/?igsh=MWY0Y3R5Ym1ndWhpYw==




